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SAMBUTAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa
memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan amanah dan tanggung
jawab dalam bidang tugas kita selama tahun 2021.

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan bertaggung jawab terhadap pengawasan
peredaran pangan olahan, Tugas dan tantangan di
bidang pengawasan peredaran pangan olahan,
semakin luas dan kompleks, dengan Sumber daya
yang dimiliki Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan mendorong kita untuk terus
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kinerja.

Seiring dengan keinginan masyarakat untuk
ndapatkan efek yang instan terkait pangan olahan
dorng munculnya  beberapa  pengusaha
nambahkan bahan tambahan pangan, pewarna yang tidak diperbolehkan sehingga
enimbulkan efek langsung pada Kesehatan.

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil kegiatan dan capaian kinerja
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, baik dalam skala nasional maupun
international yang bersifat teknis maupun administratif. Laporan ini menjadi bentuk
tanggungjawab bagi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan
memberikan kontribusi bagi peningkatan organisasi di masa yang akan datang.

Pada tahun menjalankan tugasnya, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan tidak lepas dari hambatan dan tantangan, salah satu tantangan besar
pelaksanaan tugas selama tahun 2021 adalah terjadinya pandemi COVID-19.
Penyesuaian sistem kerja dengan pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Work From
ome (WFH) memaksa kita berinovasi sehingga dalam keterbatasan tetap dapat
nghasilkan kinerja yang optimal. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas merupakan
kah dan rahmat

Tuhan yang Maha Kuasa, serta tentunya buah dari kerja keras dan komitmen
seluruh staf, dukungan dari pimpinan serta manajemen puncak Badan POM.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras
dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dan semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa
memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam
melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Jakarta,April 2022

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dra. Ratna Irawati, Apt., M.Kes
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LAPORAN TAHUNAN 2021

HIGHLIGHT 2021

Pelatihan Terpadu UKM Pangan Olahan Go Export

Sebagai bentuk dukungan untuk
mewujudkan kemudahan dan
peningkatan eksportasi pangan olahan
asal Indonesia ke mancanegara, Badan
POM bekerjasama dengan Sekolah

Ekspor melaksanakan program

“Pelatihan Terpadu UKM Pangan
Olahan Go Export” yang dilaksanakan pada 08 Oktober 2021 hingga 30 Oktober
2021. Program ini juga merupakan upaya untuk membantu membangkitkan
perekonomian nasional. Program pelatihan coaching and mentoring secara online
telah disusun oleh para expert secara komprehensif menjadi materi pelatihan tentang
kepabeanan, onboarding di marketplace, dan perizinan serta pengawasan pangan
olahan.

Program ini sejalan dengan program yang sedang digalakan oleh Pemerintah
Indonesia, yaitu Indonesian Spice Up the World yang merupakan salah satu
Rencana Aksi Strategi Kuliner Indonesia, khususnya produk bumbu dan rempah
untuk membanjiri pasar mancanegara. Hingga tahun 2024, ditargetkan sebanyak
4.000 restoran Indonesia baru di luar negeri dan adanya peningkatan nilai ekspor
menjadi 2 Miliar USD4. Program ini akan di-launching pada Dubai World Expo 2020
yang berlangsung sejak 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022. Badan POM
mendorong pelaku UKM pangan olahan siap ekspor untuk berkolaborasi dalam
mempromosikan produk pangan asal Indonesia di Paviliun Indonesia Dubai World
Expo 2020 pada Maret 2022.

Dukungan dan fasilitasi Badan POM untuk kemudahan ekspor produk UKM berupa:
(1) pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang
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Baik (CPPOB), izin edar produk, dan SKE; (2) penerbitan SKE secara online melalui

e-bpom.pom.go.id yang lebih cepat : J—

(Service Level Agreement/SLA selama
PELATIHAN TERPADU

6 jam dan khusus  ekspor bumbu 3 N B ANIGAN S Ot Ol

jam); (3) layanan konsultasi melalui
email, WhatsApp, telepon, dan Export i | "'_" ~ —
Consultation Desk (ECD); (4) 7
kemudahan proses registrasi secara
online dan perluasan jalur registrasi

melalui notifikasi; dan (5) pemberlakuan biaya PNBP RpO bagi UKM mengacu pada
eraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengabh.

Forum [Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pengawasan
Pemasukan Obat dan Makanan dan Bahannya ke dalam
Wilayah Indonesia

Sehubungan dengan penyusunan

Rancangan Peraturan Badan Pengawas n 'i ‘_i 4

Obat dan Makanan tentang Pengawasan ,\I o l. ' .‘I .
Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam “ o v

o 1A | o
Wilayah Indonesia dan Rancangan ﬂ‘;‘"‘gv AL
Peraturan Badan Pengawas Obat dan ‘Ilb a l‘i 4‘

Makanan  tentang  Pengawasan .*1 - ‘Ei‘i ¥

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan

afesfe

ke dalam Wilayah Indonesia, maka pada
tanggal 25 November 2021 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
memandang  perlu  untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik guna
menjaring  pendapat dari  seluruh  stakeholder diantaranya  adalah

Kementerian/Lembaga terkait, internal Badan POM, tokoh masyarakat, akademisi,

2
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pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat sebelum peraturan tersebut
diimplementasikan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini kedepannya akan
dijadikan salah satu dasar dalam penetapan rekam jejak pelaku usaha dalam rangka

penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Rancangan Peraturan Badan POM Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemasukan
Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Rancangan Peraturan Badan
POM Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke

dalam Wilayah Indonesia merupakan gabungan dari 4 (empat) peraturan yang
sebelumnya telah ditetapkan. Hal ini karena sehubungan adanya masukan dari
irren Bea dan Cukai perihal permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali
terhadap peraturan tersebut. Dalam kegiatan ini juga di informasikan bahwa akan
diberlakukan ISRM dan masing-masing Kementerian/Lembaga akan menyampaikan
hasil pengawasan kepada Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai dasar

dalam pemberian layanan kepada pelaku usaha.

Dukungan dalam Program Indonesia Spice Up The World

Berdasarkan data, nilai ekspor bumbu rempah olahan dan komoditas/rempah segar
Indonesia mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 2,95% selama
lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 1,02 miliar dolar AS. Tren positif
dunia terhadap kuliner Indonesia dapat dibuktikan dari maraknya youtuber
asing berbagi cerita tentang kelezatan serta keanekaragaman kuliner Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan restoran diaspora yang saat ini
berjumlah sekitar 1.000 outlet (data dari Kementerian Luar Negeri) masih dirasa
belum maksimal mengangkat dan mempromosikan kekayaan bumbu,

rempah-rempah, budaya serta pariwisata.
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Mencermati potensi rempah-rempah dan bumbu yang cukup besar, sekaligus
mengakselerasi promosi budaya, produk ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia,
yang bernilai ekonomi besar, maka Pemerintah menyusun sebuah program bernama
‘Indonesia Spice Up The World” (ISUTW). ISUTW merupakan program kolaboratif
- w Semua pemangku kepentingan untuk

aiiii‘1 mempromosikan Kuliner Indonesia guna
mencapai nilai ekspor sebesar dua Miliar
USD dan sebanyak 4.000 restoran di
mancanegara pada 2024 serta

mengangkat produk unggulan bumbu dan

Program ISUTW ini akan mengangkat

MU
merek dan produk lokal Indonesia agar

-
. y
mampu berdaya saing di mancanegara E "MA SW' UP THE V( ,’)QL

N o :
serta berkontribusi dalam penguatan it me,"‘ 2
ekosistem yang bernilai ekonomi melalui Af

wicel ¥ W Bptoens | T mn

rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari
ketersediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyajian. Program
ISUTW harus didukung oleh jaringan distribusi dan logistik melalui jalur laut, udara
dan darat, seperti pengiriman produk bumbu dan rempah- rempah Indonesia ke

mancanegara dengan harga yang kompetitif dan wajar.

Badan POM senantiasa memberikan dukungan untuk program ISUTW dan komitmen
Badan POM untuk mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia dan
perkuatan branding produk Indonesia di luar negeri, melalui beberapa kegiatan.
Sebagai bentuk nyata dukungan Badan POM khususnya dalam peningkatan ekspor
produk bumbu dan rempah, telah dilaksanakan kegiatan pada tahun 2021,

diantaranya:

a. Pendampingan Industri Pangan Olahan (registrasi, CPPOB, pengajuan SKE),

b. Pendampingan ekspor untuk pelaku usaha, salah satunya bekerja sama dengan
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Sekolah Ekspor menyelenggarakan Pelatihan Terpadu UMKM Go Export

c. Update data regulasi, potential buyer di negara tujuan ekspor dan persyaratan
ekspor pangan olahan melalui platform Export Consultation Desk (ecd.pom.go.id)

d. Penerbitan Buku “Pedoman Ekspor Produk Bumbu dalam rangka mendukung
Program Indonesia Spice Up the World”.

e. Bekerjasama dengan Lintas Sektor untuk dukungan ekspor

5

Coaching Ekspor Pangan Olahan bersama perwakilan dari Australia (Indonesian
Trade Promotion Centre/ITPC dan Diaspora Indonesia)

g. Penjajakan kerja sama dengan regulator di beberapa negara, seperti ONSSA
Maroko, SFDA Arab Saudi, MFDS Korea, dan otoritas kompeten lainnya

h. Pemberian himbauan kepada produsen bumbu dalam negeri untuk
mencantumkan logo ISUTW.

Mempersingkat SLA penerbitan SKE khusus produk bumbu menjadi 3 jam.

AR EENAMC )
P T & =

Bidang Pengawasan Pangan Olahan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan merupakan salah satu unit baru dalam struktur organisasi Badan
engawas Obat dan Makanan, dibawah Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan
han dan mulai menjalankan tugas dan fungsi sejak Maret 2021. Direktorat
engawasan Peredaran Pangan Olahan ikut berkontribusi aktif dalam pencapaian

tujuan organisasi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Visi BPOM 2020-2024 Misi BPOM 2020-2024 Tujuan BPOM 2020-2024

Obat dan Makanan aman,
bermutu, dan berdaya saing
untuk mewujudkan Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020- 2024”
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Sasaran Strategis

Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan di daerah yang optimal

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku usaha di bidang Peredaran Pangan Olahan

Pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Meningkatnya efektifitas Pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Daerah

Meningkatnya efektifitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Meningkatnya efektifitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan

Peredaran Pangan Olahan

Terwujudnya Organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Peredaran

Pangan Olahan

8. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan

9. Menguatnya Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan

10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Peredaran

Pangan Olahan

oS Ul W =

N

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 (Tahun 2021 sd 2024)
DIREXKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN J
- o ‘I'“ll"'!‘.'“
f ; A ( .u‘)
M s :«;:‘:F:: :- nmm. P‘: n‘:‘: el ” ’z“.” B :;\‘-zm
Peogrrsin L - - oy Dinbdonrst ae (o
mm : W e carcrewin % e s anpemiase g‘:"x

AR L3 00 FaNaan
P30 B9hE %)
Sty vt (ieay e
= i s — L
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s A s A e rtande 5 O0 e DA 8 Dowou
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Gambar 1 Peta Strategi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
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Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai
luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi
seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Badan POM memiliki 6
(enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan

sebagai berikut :

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhurdan keyakinan

3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan
ilmupengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masala

Struktur Organisasi

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan secara struktural di bawah dan
bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan seperti dalam gambar berikut:
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Struktur Organisasi J
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahanw

POM

o
- Fbmarah

§-
o

A
Vg

LT

Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
erja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
han mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
nyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peredaran pangan

olahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan

Olahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan
impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan
olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan
impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan

9
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olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan,
manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan
bahan penolong;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknis dan supervisi di bidang
pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan,
manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan
bahan penolong

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu,
informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
dan

f.  Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat

Ruang Lingkup

Felom pok Subsizrm Hefompak jubnsans
Hebanpok Bubstaesi Fenganasan Kesmanan, Perepaaysa Eispor

Fengawasan Fersdamn Wy, Git, gan Inbemini #an impat Fargia

Farg s Crahun, Bakan Frodul Fangan Dlahas, Chakan

Tamidahan Paagen, da frtas Tamzahun

Banas Peraioag Paagan, dan Bakan
Penziaeg
Fragzsaem Famgan
Lt e

+ Fagiias Baam + Pengereanan Labed s P gaveaaan Pagan
PEeiaa Shya Bacy bn Elgrr

s Fpllas Srare + BaTiphg o FRngeen EiEang Mevamaan
Peein Sl Hedl + PRASFF Gl Kelesgan mpo!

+ SN aEie e + el gaa dan Surd Kelerengan
s Faagan Kedarurian Pangan Eligur Pangen (Oahas
Siakan + Bamiek Pegawaean ek Fr rgraz=mn
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BAB Il

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Repubik Indonesia dengan komposisi sebagai
berikut:

Tabel 1 Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Pe%tcgi%}iall(an Jenis Pendidikan I
ASN CQS Pramubakti
1 S2 Kesehatan 5 - -
Masyarakat
Pangan 3 ) -
Sains 2 - -
Gizi 1 - -
2 Profesi Apoteker 17 - 1
3 S1 Pangan 6 1 9
Akuntasi - 1 -
Kimia 1 ) 2
Komputer 1 ] 1
Teknik Industri 1 . -
Adm. Bisnis - ; 1
Sosiologi - ) 1
Hukum - ; 1
Perairan - ) 1
4 | D3 Akuntasi - 2 1
Komputer 2 ) 2

11
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Perumahsakitan - B 1
5 SMU Sederajat 1 - 1
Total 40 4 22

Pada akhir tahun 2021, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memperoleh
tambahan SDM sejumlah 4 orang CASN dengan latar belakang pendidikan Sarjana
Teknologi Pangan sejumlah 1(satu) orang dan Sarjana Akuntansi sejumlah 1 (satu) orang,
Akademi Akuntansi 2 (dua) orang. Variasi keilmuan dari SDM yang baru bergabung ini

diharapkan dapat menambah kekuatan dan dari sumber daya yang ada.

alam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan memberikan kesempatan kepada SDM nya untuk mengikuti Tugas
Belajar. Dan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai mengikuti pengembangan
kompetensi bisa secara mandiri maupun pengembangan kompetensi yang sudah di
rencanakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Pada tahun 2021 ada 2

(dua) orang mengikuti tugas belajar.

1.1. Data Pegawai berdasarkan Jabatan

Pada tahun 2021, jumlah pegawai Direktorat Pengewasan Peredaran Pangan Olahan
ebayak 66 Orang dan hanya ada 1 orang pegawai dengan jabatan struktural yaitu
Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) menyandang sebagai Direkur Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan. Pegawai yang lainnya dengan jabatan fungsional yaitu Jabatan
Fungsional PFM ataupun Jabatan Fungsional lainnya sebagai penunjung kegiatan
Direktorat Pengawasan yang bisnis prosesnya adalah pengawasan Obat dan makanan
dalam peredaran. Profil SDM berdasarkan pendidikan, golongan dan jenis kelamin pada
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagaimana tercantum dalam

gambar di bawah ini.
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Tingkat Pendidikan Pegawai

Diploma 3
25.00%

v

S1

Apoteker

52 T~ 25,00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Data Tingkat Pendidikan Pegawai

Grafik 1 Profil SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jenis Kelamin Golongan

Laki-Laki, 27%

Perempuan, 73%

1I; 76%

Gambar 3 Komposisi Jenis Kelamin dan Golongan Pegawai Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

1.2. Data Kebutuhan Pegawai

Agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang
sangat dinamis, diperlukan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya agar
mampu berkinerja baik. Untuk itu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
harus senantiasa memperhatikan peningkatan kompetensi SDM secara
berkesinambungan melalui capacity building yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang

terencana.
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Jumiah Pegawai yang telah mencapai Jumiah
inimum Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi
Tahun 2021

181 e

B mIP; 100 I
: B a0 0p; o

8| e, 100%

Gambar 4 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pengembangan
Kompetensi

Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2021, Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan, jumlah ideal pegawai sebanyak 106 orang, kondisi saat ini masih
kekurangan SDM sejumlah 44 orang. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai
berdasarkan analisis beban kerja.

Tabel 2 Jumlah Kebutuhan SDM Tahun 2021

Sub Kelompok Substansi di Direktorat PFM PFM PFM PFM
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Pertama Muda Madya Utama

Subkoordinator Sub Kelompok Substansi 6 3 3 0
Pengawasan Fasiitas Skala Kecil Pangan
olahan, BTP, dan Bahan Penolong

Subkoordinator Sub Kelompok Substansi 5 4 2 0
Pengawasan Fasiitas Skala Besar Pangan

olahan, BTP, dan Bahan Penolong

Subkoordinator Sub Kelompok Substansi 11 8 2 0
Pengawasan Produk Pangan Olahan,

BTP, dan Bahan Penolong

Subkoordinator Sub Kelompok Substansi 11 10 3 0
Pengawasan Surveilan, dan Kedaruratan

Pangan

Subkoordinator Sub Kelompok Substansi 2 12 2 0

Pengawasan Impor Pangan
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Subkoordinator Sub Kelompok 10 3 1 0
Substansi Pengawasan Ekspor Pangan

Tabel 3 Kebutuhan SDM Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan Tahun 2021, berdasarkan Analisis Beban Kerja

Jabatan Fungsional

Pertama
Ahli Muda
Pelaksana
Pelaksana
Lanjutan
Terampil
Penyelia

Ahli Madya
Ahli Utama

Perencana
Analis Kebijakan - - - - - - - - -

Analis Kepegawaian 1 1 - - - - - 1 -
Arsiparis 1 - - - - - 3 1 -
Pranata Komputer - - - - - - 2 1 -
Analis Anggaran 1 - - - - - 1 - -
Pranata Laksana Barang - - - - 1 - - - -
Pranata Keuangan APBN 1 - 1 - - - 2 - -
Pejabat Pengadaan Barjas 1

1.3. Data Pegawai Pemerintah Non PNS

Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tenaga
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sejumlah 22 orang, dengan

penempatan per Kelompok Substansi sebagai berikut
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Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Sipil Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan Tahun 2021

Kelompok Substansi Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan, BTP dan Bahan Penolong

1 Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan,
Mutu,Gizi, dan Informasi Produk Pangan
Olahan, BTP, dan Bahan Penolong

B Kelompok Substansi Pengawasan Ekspor, dan
Impor Pangan Olahan

B Subkoordinator Subkelompok Tata
Operasional

Gambar 5 Tenaga Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2021

B. Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pengawasan peradaran pangan
olahan selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga
didukung dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang. Berikut sarana dan
prasarana yg dimiliki oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Daftar

enambahan inventaris kantor yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana
tercantum pada Tabel dibawah ini:

\[o} Kode Nama Barang Jumlah
1 3040104004 Lemari Penyimpanan 4
2 3050101008 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 1
3 3050102007 Mesin Penghitung Uang 1
4 3050104002 Lemari Kayu 16
5 3050105007 CCTV-Camera Control Televisio 1
System
6 3050105015  Alat Penghancur Kertas 3
7 3050105048 LCD Proyektor/linfocus 2
8 3050105060  Proyector Spider Bracket 1
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9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

41

42
43

44

3050201002
3050201003
3050201008
3050201009
3050201014
3050204001
3050206002
3050206007
3050206015
3050206036
3050206080
3060101060

3060101076
3060101088
3060102045
3060102061
3060102107
3060102128
3060102132
3060199999
3080156081

3080141194
3080305002
3060201010
3070104108
3060406999

3090405012
3100101002
3100102001
3100102003
3100102999
3100203003

3100203004

3100203017
3100204001
3170121006

Meja Kerja Kayu

Kursi besi metal

Meja Rapat

Meja komputer

Meja Resepsionis
Lemari Es

Televisi

Loudspeaker
Microphone Table Stand
Dispenser

Bracket Standing Peralatan
Power Amplifier

Digital Audio Taperecorder
Voice Recorder

Tripod Camera

Lensa Kamera

Layar Film/Projector

Camera Digital

Video Conference

Alat Studio Lainnya

Meja Kerja (Alat Laboratorium
Lainnya)

Personal Computer
Uninterupted Power Supply (UPS)
Facsimile

Kursi Zeis

Peralatan Komunikasi untuk
Dokumentasi Lainnya
Barcode Reader

Mini Komputer

P.C Unit

Note Book

Personal Komputer Lainnya

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

Scanner (Peralatan Personal
Komputer)

External/ Portable Hardisk

Server
Shredder

17

23

52
14
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45 6010101001  Monografi

46 6010201999  Audio Visual Lainnya

47 8010101001  Software Komputer

48 3050104008 Peti Uang/Cash Box/Coin Box
49 3100102002 Lap Top

50 3100204004 Modem

51 3050104005 Filing Cabinet Besi

52 3050104020  Lemari Display

N P OO WEDNWO®

Tabel 4 Inventaris Sarana dan Prasarana Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan Tahun 2021

Anggaran

Pada tahun 2021, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memperoleh
anggaran sebesar Rp. 11.137.281,- Dilakukan beberapa revisi anggaran yaitu revisi
POK sebanyak 12 kali dan revisi baik revisi DIPA sebanyak 6 kali , total anggaran
menjadi Rp 9.127.146.000,- dan Realisasi anggaran Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 9.124.157.070,- atau
sebesar 99,97% dari total pagu anggaran, dengan rincian seperti tertera pada Tabel
Realisasi Anggaran Kegiatan terhadap pagu Tahun 2021 Direktorat Pengawasan

Peredaran Pangan Olahan.

. Penerimaan PNBP

Penerimaan PNBP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tahun 2021
terdiri dari penerimaan Jasa Sertifikasi penerbitan Surat Keterangan Ekspor 56.326
dokumen sebesar Rp. 2.537.150.000,- dan Jasa Sertifikasi penerbitan Surat
Keterangan Impor 19.105 sebesar Rp. 10.159.000.000,- total jumlah penerimaan
PNBP tahun 2021 sebesar Rp. 12.696.150.000,-
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Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan Tahun 2021

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

REEURES
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Persentase
Capaian

(%)

Kualitas Persentase Instansi | Rp.344.533.000 Rp.344.219.037 99,91 %
Pengawasan pemerintah yang
Peredaran berperan aktif dalam
Pangan Olahan | pengawasan
di Daerah yang | makanan
Optimal Persentase UPT Rp. 643.980.000 Rp. 642.920.851 99,84 %
BPOM yang
melakukan
pengawasan sesuali
standar
Meningkatnya | Jumlah sarana Rp. 856.340.000 Rp. 856.338.379 100 %
kepatuhan peredaran yang
pelaku usaha menerapkan Sistem
di bidang Manajemen
Peredaran Keamanan Pangan
Pangan Olahan | Olahan (SMKPO)
Pelayanan Indeks kepuasan Rp. 198.945.000 Rp. 198.943.577 99,99 %
publik masyarakat
Direktorat terhadap pelayanan
Pengawasan publik Direktorat
Peredaran Pengawasan
Pangan Olahan | Peredaran Pangan
Olahan yang prima
Meningkatnya | Jumlah Kab/Kota Rp. 1.929.162.000 | Rp.1.928.152.629 100 %
efektivitas yang melaksanakan
pengawasan pengawasan post
pangan olahan | market sesuai
yang dilakukan | standar
di Daerah Persentase pelaku Rp. 1.210.844.000 | Rp.1.210.478.767 99,97%

usaha dan
masyarakat yang
meningkat
pengetahuanya
terhadap
implementasi
peraturan peredaran
pangan olahan
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6 Meningkatnya | Indeks pelayanan Rp. 324.674.000 Rp. 324.570.109 99,97 %
efektivitas publik di direktorat
pelayan publik | pengawasan
direktorat peredaran pangan
pengawasan olahan
peredaran Jumlah surat Rp. 202.101.000 Rp. 202.090.056 99,99 %
pangan olahan | keterangan
ekspor/impor yang
diselesaikan tepat
waktu
7 Terwujudnya Indeks RB direktorat | Rp. 264.492.000 Rp. 264.391.465 99,96 %
organisasi pengawasan
yang efektif di peredaran pangan
direktorat olahan
pengawasan
peredaran
pangan olahan
8 Terwujudnya Indeks Rp. 223.536.000 Rp. 223.517.764 99,99 %
SDM yang Profesionalitas ASN
berkinerja direktorat
optimal di pengawasan
direktorat peredaran pangan
pengawasan olahan
peredaran
pangan 8olaha
9 Menguatnya Indeks pengelolaan Rp. 371.409.000 Rp. 371.278.252 99,96 %
data dan data dan informasi
informasi di direktorat
direktorat pengawasan
pengawasan peredaran pangan
peredaran olahan yang baik
pangan olahan
10 | Terkelolanya Tingkat efisiensi Rp. 634.818.000 Rp. 634.696.809 99,98 %
keuangan penggunaan
secara anggaran direktorat
akuntabel di pengawasan
direktorat peredaran pangan
pengawasan olahan yang baik
peredaran
pangan olahan

Tabel 5 Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat Pengawasan

Peredaran Pangan Olahan Tahun 2021
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BAB Il

HASIL KEGIATAN

Sasaran Kegiatan 1 : Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan
di daerah yang optimal

IKU 1 : Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan
makanan

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

PENGUATAN KOORDINASI REGIONAL DAN INTERNATIONAL DALAM

RANGKA PENGAWASAN

1. Pembahasan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022
Menindaklanjuti arahan Ibu Sekretaris Utama atas surat dari Menteri Keuangan
Nomor S-772/MK.04/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Penyusunan Buku
Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan
Buku Tarif Kepabeanan 2022 tersebut pada hari Senin, 20 September 2021 secara
virtual, yang dihadiri oleh perwakilan unit-unit terkait di Badan POM dan perwakilan

dari Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen. Bea Cukai.

Adapun pada pembahasan tersebut terdapat beberapa poin penting yaitu:

a. Pada rancangan BTKI 2022 sesuai dengan AHTN 2022, Indonesia
menggunakan 8 digit Harmonized System (HS) Code sebagaimana pada BTKI
2017.

b. Terdapat perubahan pos tarif pada BTKI 2017 menjadi BTKI 2022 untuk HS
Code yang menjadi binaan Badan POM. Demikian juga, terdapat pos tarif yang

tidak mengalami perubahan.

c. Terkait draft BTKI 2022 saat ini sedang dalam pembahasan tahap finalisasi di
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Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dan akan disampaikan

surat lanjutan dari Kemenkeu terkait implementasi di Januari 2022.

d. Kelompok HS Code Badan POM, tidak terlalu banyak perubahan pada BTKI

2022 (akan dilakukan inventarisasi lebih lanjut). Revisi terhadap lampiran pada

e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 dan 30 Tahun 2017

tentang Pengawasan

Gambar 6 Pembahasan BTKI 2021
Pemasukan Obat dan Makanan/Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah
Indonesia, masih mengacu pada BTKI 2017. Hal ini dikarenakan BTKI 2022
masih berupa rancangan dengan progres perumusan saat ini sudah pada
tahap perumusan regulasiterkait, sedangkan untuk struktur HS Bab 1 s.d 97
sudah selesai dilakukan pembahasan. Namun demikian rancangan BTKI 2022
ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diacu dalam revisi regulasi

terkait.

2. Workshop Risk Management Profiles and Indicators

Gambar 7 Pembahasan BTKI 2021
22
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Indonesia dan Uni Eropa berupaya memperkuat kerja sama ekonomi melalui
ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility atau
disingkat ARISE+Indonesia (ARISE+Indonesia), yang bertujuan untuk
meningkatkan daya saing ekspor serta integrasi Indonesia dalam rantai nilai
global. Menindaklanjuti Workshop Capacity Building Risk Management System
pada tanggal 21 s.d 22 Juli 2021 dan pembahasan awal terkait kuisioner dari
ARISE+Indonesia pada tanggal 13 September 2021, maka pada tanggal 29
Oktober 2021 telah diselenggarakan oleh ARISE+Indonesia Workshop Risk
Management Profiles and Indicators secara online yang dibuka oleh Ibu Deputi 3
Badan POM dengan melibatkan narasumber expert ARISE+Indonesia yaitu
James Lenaghan dan Andreja Zivkovic, yang diikuti peserta dari perwakilan
Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian
Keuangan, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS),
Kementerian Keuangan, Perwakilan Lembaga Nasional Single Window,
perwakilan dan unit-unit terkait di Badan POM.

Pada workshop ini narasumber memaparkan prinsip-prinsip manajemen risiko

dalam kegiatan importasi dan eksportasi produk secara umum dan pangan olahan

secara khusus. Selain itu juga diberikan case study berupa mirror analysis
(Analisa perbedaan jumlah dan nilai produk oleh negara pengekspor dan negara
pengimpor) untuk komoditi perisa, madu, ikan kaleng, dan olahan rumput laut.

3. Rapat Pengisian Rekam Jejak Pelaku Usaha Badan POM di Indonesian
Single Risk Management

Menindaklanjuti Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Single Risk
Management (ISRM) pada tanggal 22-23 September 2021 bahwa Kedeputian
Pangan Olahan perlu menentukan kategori risiko dan pengisian data rekam jejak
pelaku usaha Pangan Olahan di Badan POM. Data rekam jejak ini akan
diintegrasikan dengan Kementrian/Lembaga lainnya melalui Indonesia National
Single Window (INSW). Badan POM telah mengidentifikasi terkait kriteria
pelanggaran, level serta skor risikonya. Proses lanjutan dari identifikasi risiko
adalah pengisian rekam jejak pelaku usaha, yang membutuhkan penjelasan lebih
lanjut untuk teknis pengisian rekam jejak dan data lainnya dengan Lembaga
National Single Window (LNSW).

Mekanisme cara kerja ISRM adalah 3 (tiga) parameter resiko dicampur menjadi
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1 resiko yaitu Data Inherent, Data Operasional dan Data Rekam Jejak.

Gambar 8 Rapat Pembahasan ISRM

4. Rapat Pembahasan Finalisasi Lampiran Harmonized System Code (HS Code)
pada Revisi Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Pemasukan Obat
dan Makanan/Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Dalam rangka Revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia maka
dilakukan pembahasan lampiran daftar HS Code yang menjadi pengawasan Badan
POM. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagai Koordinator
Pelaksana Teknis (Korlaktek) SKI/SKE telah berkoordinasi dengan tim pengelola
data HS Code di Kedeputian 1 dan 2, dan telah melakukan identifikasi atas korelasi
lartas impor Border (Komoditi Obat dan Obat Tradisional) dan Post Border
(Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan Pangan) bersama dengan Ditjen Bea dan
Cukai dan Lembaga National Single Window (LSNW). Dari hasil identifikasi
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dan penelaahan dikonfirmasi bahwa secara umum korelasi lartas HS Code Badan
POM dari BTKI 2017 ke BTKI 2022 masih sesuai dan diatur, namun terdapat
beberapa HS Code yang tidak sesuai dan juga terdapat penambahan catatan.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 229.783.000 dan realisasi anggaran sebesar
Rp 229.592.252 atau 99,92 %

PENGUATAN KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PANGAN

1. Verifikasi Kajian Sosio Ekonomi Peredaran Pangan di Entikong terkait
Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Perbatasan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus berupaya
meningkatkan pengawasan keamanan obat dan makanan di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan. Perhatian khusus diberikan kepada
wilayah perbatasan, mengingat wilayah ini berpotensi menjadi pintu masuk
produk ilegal yang tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Sejumlah
langkah telah dilakukan untuk mengkonfirmasi masalah peredaran pangan di
perbatasan guna menentukan langkah-langkah strategis yang dapat diambil
dalam upaya memperkuat pengawasan di perbatasan. Salah satu langkah
yang dilakukan adalah telah dilaksanakannya kajian dampak sosial ekonomi
masyarakat di perbatasan terhadap pangan olahan di wilayah perbatasan.
Kajian dilakukan terhadap 2 (dua) titik wilayah perbatasan yaitu Batam dan

Tarakan. Hasil kajian merumuskan beberapa alternatif kebijakan.

Namun, pada hasil kajian ini terdapat pro dan kontra terhadap alternatif
kebijakan yang ditawarkan di antara stakeholder yang berada di wilayah
perbatasan dan telah dibahas pada Focus Group Discussion pada tanggal
13 Maret 2021 di Jakarta. Salah satu kesimpulan dari FGD tersebut adalah
pembuatan aplikasi Barang Tentengan dan telah dilakukan pilot project pada
TW 1 2021 di Manado, Makasar, dan Entikong yang bertujuan untuk
memperoleh baseline data jenis dan jumlah barang tentengan yang dibawa
oleh pelintas batas masuk ke dalam wilayah Indonesia yang diizinkan sesuai
peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini juga diharapkan dapat digunakan
di bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia pada akhir 2021.

Pada kegiatan verifikasi ini dilakukan juga pertemuan antara Perwakilan Badan
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POM, Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, Bea
Cukai Entikong, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong. PLBN di Entikong yang merupakan
salah satu kawasan di perbatasan lintas negara dengan Perjanjian Border
Trade Agreement (BTA) Sosek Malindo. Petugas di Pos Lintas Batas Negara
hanya melakukan pendataan produk namun pada perjanjian ini tidak

diberlakukan ketentuan mengenai barang yang dibatasi untuk diimpor.

Bea Cukai telah mengimplementasikan SISKA (Sistem Informasi Pelintas
Batas) terhadap para pelintas batas untuk menghitung sisa kuota belanja
pelintas batas. Namun umumnya masyarakat menghabiskan kuota tersebut

dalam 1 kali pembelian.

Pemerintah (Bea Cukai, PLBN dan Loka POM di Kab. Sanggau) terus
melakukan upaya mendorong tumbuhnya eksportir lokal. Loka POM di Kab.
Sanggau terus mengawal upaya ini melalui pembinaan pelaku usaha distribusi

pangan olahan.

2. Rapat Pembahasan Strategi Menghadapi Perubahan Impor Compsite
Products oleh Uni Eropa (UE)

Uni Eropa menerbitkan Commision Delegated Regulation (EU) 2020/692

terkait Public Health Requirement dalam otorisasi importasi produk asal hewan
(daging,
susu dan telur) serta germinal products atau lebih lanjut disebut Composite

Products. Regulasi ini telah diberlakukan entry into force sejak tanggal 21 April

2021 dan diberikan masa transisi hingga 15 Maret 2022.

Dampak dari pemberlakuan regulasi ini adalah pembatasan penggunaan
bahan baku asal hewan, susu dan telur yang diekspor ke UE, yang harus

memenubhi kriteria:

a. Berasal dari establishment yang berlokasi di wilayah UE.

b. Berasal dari negara ketiga atau wilayah lainnya yang sudah masuk dalam
list of establishment dan mendapatkan otorisasi untuk bisa dipasarkan di
UE.

c. Negara-negara pihak ketiga penghasil composite products harus memiliki
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rencana kendali residu untuk setiap kandungan bahan baku asal hewan
atau harus menggunakan bahan baku asal hewan yang diproduksi oleh
negara anggota atau diproduksi di negara-negara yang tercantum pada
Annexes Commission Decision 2011/163/EU. Sebagai informasi hingga
saat ini, produk pangan asal hewan yang telah diotorisasi oleh UE hanya
produk perikanan budidaya (aquaculture) dan juga produk yang
mengandung telur dan susu. Dalam penerapan regulasi baru dari Uni Eropa
ini Badan POM akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan
memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari establishment
yang berlokasi di wilayah UE atau berasal dari negara ketiga atau wilayah
lainnya yang sudah masuk dalam list of establishments dan mendapatkan
otorisasi untuk bisa dipasarkan di UE, selain itu Badan POM juga akan
memfasilitasi pelaku usaha yang membutuhkan narasi tambahan pada
Surat Keterangan Ekspor (Health Certificate dan/atau Certificate of Free
Sale), untuk menyesuaikan dengan regulasi UE.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 114.750.000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 114.091.385 atau 99,43%
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Sasaran Kegiatan 1: Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan
di daerah yang optimal

IKU 2 : Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :
INTENSIFIKAS| PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri 2021

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan
yang Tidak Memenuhi Ketentuan, khususnya menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri 2021, Badan POM melalui seluruh UPT Badan POM di Kab/Kota di seluruh
Indonesia melakukan perkuatan pengawasan untuk menjamin pangan aman selama
Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri Tahun 2021. Perkuatan pengawasan post
market tersebut, dilakukan melalui Intensifikasi Pengawasan Pangan Selama
Ramadhan dan menjelang Idul Fitri Tahun 2020 yang bertujuan untuk melindungi
kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi
ketentuan.

Pelaksanaan intensifikasi dimulai minggu pertama sebelum bulan Ramadhan

sampai dengan seminggu setelah ldul Fitri 1442H. Kegiatan dilakukan dengan 6 (enam)

tahap dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pemeriksaan Tanggal
Pelaporan

17-21Mei 2021

5 =9 April 2021 9 April 2021
II 12 - 16 April 2021 16 April 2021
Il 19 - 23 April 2021 23 April 2021
\% 26 — 30 April 2021 30 April 2021
\% 3 -7 Mei 2021 7 Mei 2021
VI 10-11 Mei 2021 21 Mei 2021

Tabel 6 Pelaksanaan Intensifikasi Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2021
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Target pengawasan dalam Kkegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan
menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H meliputi Pengawasan terhadap
sarana peredaran pangan olahan yang meliputi Gudang importir, distributor dan sarana
ritel pangan olahan seperti took, minimarket dan supermarket. Untuk produk yang
menjadi target pengawasan adalah produk Tanpa lIzin Edar (TIE), pangan kedaluarsa,
pangan rusak dan jajanan buka puasa/ takjil yang memungkinkan mengandung bahan
berbahaya yang disalahgunakan pada pangan seperti formalin, boraks dan pewarna

non pangan (Rhodamin B dan Methanyl Yellow).

Pemeriksaan sarana peredaran dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan
Olahan Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2021

Dilakukan pemeriksaan pada total 4.142 sarana yang terdiri dari 603 sarana
Gudang Distributor/ Importir dan 3539 sarana Ritel. Berdasarkan hasil
pengawasan yang telah dilakukan terhadap 4.142 sarana peredaran tersebut,
terdapat 1.584 (38,24%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena

menjual produk pangan rusak, pangan kedaluwarsa, dan pangan TIE.

Sarana Ribal

= 1l
Total Sarana Peredaran Diperiksa u T
hingga Tahap VI
= MK Gudang Distributonimportin
m ThiK
m WE
m TRK

Gambar 9 Total Sarana Peredaran Diperiksa hingga tahan 2021
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b. Profil temuan Produk TMK di Sarana Peredaran
Sampai dengan tahap IV ditemukan 261.965 kemasan (8.773 item produk) yang
TMK, dengan rincian: 46,19% kedaluwarsa; 23,22% TIE; dan 30,59% rusak.
Temuan produk pangan olahan yang TMK tersebut ditemukan di Gudang
Distributor/Importir yaitu sebanyak 161.361 kemasan serta di Sarana Ritel yaitu
sebanyak 100.604 kemasan.

Gudang Distributor/importir

Total Temuan Produk TMK di

Sarana Peredaran = Rusak
B Kedalraarsa
TIE
m Rusak
® Kadaluwarsa Sarana Ritel
nE 6,16%
m Riu=ak

= Kedaluwarsa
TIE

Gambar 10 Total Temuan Produk TMK di Sarana Peredaran Tahun 2021

Temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) terbesar berdasarkan wilayah,
sebagai berikut:

— Tanpa lzin Edar/TIE terbesar ada di wilayah kerja Loka Bima, BBPOM
Jakarta, BPOM Gorontalo, Loka Palopo, dan BPOM Bengkulu.

— Kedaluwarsa terbesar ada di wilayah kerja Loka Banyumas, BPOM
Manokwari, BPOM Ambon, Loka Manggarai Barat, dan Loka Ende

— Produk rusak terbesar ada di wilayah kerja BBPOM Bandung, Loka
Banyumas, Loka Bogor, Loka Bau bau, dan Loka Bima
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c. Nilai Ekonomi

Dari sisi nilai ekonomi, temuan produk pangan TMK tersebut secara keseluruhan
diperkirakan mencapai Rp 1.858.967.200,- (Satu milyar delapan ratus lima puluh
delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan harga
dengan rincian untuk Produk pangan TIE senilai Rp 804.568.600,-; Produk pangan
rusak senilai Rp 604.592.100,- dan Produk pangan kedaluwarsa senilai Rp
449.806.500,-
d. Perbandingan Hansil Intensifikasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

Perbandingan Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Ramadhan dan

Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 (6 tahap) dengan Tahun 2020 (4 tahap) sebagai

berikut:

— Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa pada tahun 2021
(4.142 sarana) lebih banyak dibandingkan tahun 2020 (2.419 sarana). Pada
tahun 2021, persentase sarana yang TMK lebih kecil yaitu sebesar 38,24%
dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 40,14%.

— Terjadi penurunan jumlah temuan produk yang TMK (TIE, Kedaluwarsa dan
Rusak) di sarana peredaran pangan olahan pada tahun 2021 yaitu sebanyak
261.965 kemasan jika dibandingkan dengan jumlah temuan produk yang TMK
tahun 2020 yaitu sebanyak 349.422 kemasan.

e. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan jajanan buka puasa/takjil

Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan jajanan buka puasa/takijil
dilakukan dengan melakukan sampling dan pengujian kepada beberapa produk
jajanan buka puasa, seperti kudapan, olahan ikan, olahan daging, mi, agar-
agar/jeli, makanan pencuci mulut, minuman berwarna/sirup, es, kerupuk, dan
makanan ringan. Pengujian dilakukan dengan parameter uji untuk bahan
tambahan yang dilarang pada pangan seperti formalin, boraks, pewarna yang
dilarang (rhodamine B dan methanyl yellow). Pengujian dilakukan secara cepat
(on the spot) dengan menggunakan rapid test Kit.

Dari 16.940 sampel yang diperiksa terdapat 16.508 sampel (97,47%) Memenuhi
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Syarat (MS) dan 428 sampel (2,53%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena
mengandung Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dengan

rincian sebagai berikut:

Bahan Jumlah Sampel Positif Jenis Sampel Positif
Berbahaya
Formalin 176 sampel (40,74%) dari tahu, mi, cincau, dan
total parameter TMS olahan ikan
Rhodamin B 127 sampel (29,40%) kerupuk soto (kerupuk
dari total parameter merah), delima/pacar
TMS cina, mutiara, sirup dan
minuman es berwarna
Boraks 126 sampel (29,17%) dari kerupuk, mi, cincau,
total parameter TMS tahu bakso
Methanyl Yellow 3 sampel (0,69%) dari total puding, kudapan, tahu
parameter TMS kuning

Tabel 7 intensifikasi pengawasan pangan jajanan buka puasa/takjil

Dari 428 sampel takjil yang TMS, terdapat 4 sampel yang diuji dengan 2 parameter
bahan berbahaya, dengan rincian seluruh sample tersebut (3 sampel mi dan 1 sampel
cincau) positif mengandung Bahan berbahaya Boraks dan Formalin.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun
Baru 2022

1. Pelaksanaan
Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan melalui pemeriksaan sarana

peredaran pangan (ritel dan gudang importir/distributor) dengan hasil sebagai
berikut:

1.1 Dilakukan pemeriksaan terhadap 3.737 sarana peredaran pangan dengan
hasil masih terdapat 1.232 sarana predaran pangan (33%) Tidak Memenuhi
Ketentuan (TMK), karena menjual produk pangan rusak (penyok, kaleng

berkarat, rusak, dan bolong/bocor), pangan kedaluwarsa, dan pangan Tanpa
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Izin Edar (TIE). Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 4.995
item (78.805 pcs) dengan total nilai ekonomi Rp. 1.654.905.000

1.2 Daritotal 3.737 sarana, terdapat 1.232 sarana peredaran pangan TMK yang

terdiri atas 55 sarana distributor, 8 sarana importir, dan 1.169 sarana ritel.

BADAN POM

90,2%

/ Profil Sarana Peredaran yang Diperiksa el
Hasil Intensifikasi Pengawasan Tahap V TA 2021 N 5 St
9.8%

14,8%

54

sarana

85,2%

Sarana RITEL

Gudang DISTRIBUTOR Gudang IMPORTIR
kup Ritel Modern dan Tradisi

Total sarana peredaran yang diperiksa: 3.737 Sarana

@ sarana Memenuhi Ketent @ sarana Tidak Memenuhi Ketent

Gambar 11 Profil Sarana Peredaran Yang Diperiksa

1.3 Dari total sarana peredaran TMK (1.232 sarana), ditemukan 78.805 bungkus

(pcs) dari 4.995 item produk TMK dengan rincian 53,1% temuan merupakan
pangan kedaluwarsa (41.859 bungkus); 36,5 % pangan TIE (28.744
bungkus), dan 10,4% pangan rusak (8.202 bungkus). Produk kedaluwarsa

menempati proporsi terbesar temuan TMK.

Tabel 8 Temuan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya
Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Sarana Peredaran

TIE 28.744 36,5%
Kedaluwarsa 41.859 53,1%
Rusak 8.202 10,4%
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Gambar 12 Profil Temuan Produk di Sarana Peredaran

" Berdasarkan evaluasi terhadap asal negara produsen, dari 28.744 bungkus
(pieces) produk TIE, diketahui persentase produk TIE lokal (42,88%) lebih kecil
dari pada produk TIE impor (57,12%). Produk TIE lokal terbanyak berupa BTP dan
makanan ringan, sedangkan produk TIE impor terbanyak berupa bumbu siap

pakai dan makanan ringan.
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Gambar 13 Proporsi Asal Pangan TIE dan Top 5 Jenis Pangan TIE

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 344.533.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp

344.219.037 atau 99,97%
34



LAPORAN TAHUNAN 2021

PENANGANAN ISU KEAMANAN PANGAN

Kegiatan penanganan isu keamanan pangan ini adalah kegiatan berupa partisipasi
aktif terkait pengawasan post border. Pemasukan pangan secara post border
merupakan kebijakan pemerintah yang perlu dikawal dengan partisipasi aktif,

kehadiran pada pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh lintas

kementerian/Lembaga terkait, direktorat pengawasan peredaran pangan olahan hadir
sebagai narasumber, dan terdapat pula kegiatan dialog antar negara, mengingat
system pengawasan pangan dilakukan BPOM menjadi acuan bagi
menterian/Lembaga. "Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan
eh petugas Bea Cukai di kawasan pabean sedangkan pengawasan post
border dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat
(peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait, menjadi
salah satu tugas direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

Berdasarkan realiasi impor yang telah diberikan oleh INSW, dilakukan pengembangan
aplikasi e-post border adanya data berupa realisasi impor pada menu e-bpom perlu
dilakukan secara maksimal sebagai salah satu tools pengawasan pangan berbasis

risiko.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 298.424.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
297.485.574,- atau 99,69%
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\

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di
bidang peredaran pangan olahan

IKU 3 : Jumlah sarana peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen
Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

ENYUSUNAN NSPK SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN OLAHAN

angan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mempunyai peranan
penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilindungi
haknya untuk mendapatkan pangan yang aman dan bermutu dengan semua pihak
yang terlibat pada dari mulai hulu hingga hilir di sepanjang rantai pangan menerapkan
sistem manajemen keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Sejalan dengan upaya Badan POM dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan pangan khususnya di sarana peredaran, disusunlah NSPK Sistem
Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran yang disebut dengan

SMKPO atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

Sesuai dengan amanah yang terdapat pada UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
dan juga dijelaskan lebih lanjut pada PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
adapun perbedaan konsep yg baru dibandingkan konsep existing adalah prinsip
kemudahan dalam perijinan berusaha dengan menekankan pada proses yang
menitikberatkan pada komitmen pelaku usaha, proses yang sederhana dan dalam
waktu yg singkat. SMKPO juga merupakan Amanah dari UU Cipta Kerja yang
diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Pasal 131 bahwa Pelaku
usaha yang terlibat dalam rantai pangan wajib menerapkan prinsip-prinsip cara yang
baik di tingkat produksi ataupun peredaran. Pelaku usaha juga wajib menerapkan
sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Sistem jaminan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan
dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Pangan yang aman bagi

kesehatan manusia dan bermutu, yang lazirnnya diselenggarakan sejak awal kegiatan

36



LAPORAN TAHUNAN 2021

Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem
pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan sistem tersebut tersebut
dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan pangan dan atau skala usaha.

Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

1. Penyusunan PerBPOM terkait Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu

Pangan di Sarana Peredaran

2. Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana

Peredaran

Penyusunan Aplikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana
Peredaran

4. Sertifikasi Sarana peredaran terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan

Penyusunan PerBPOM dan Pedoman terkait Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan

Mutu Pangan di Sarana Peredaran

Pembahasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan mengundang
beberapa pakar yaitu Bapak Suratmono, Ibu Tetty Helfery, Ibu Titiek Sudarti dan
Syamsul Arifin. Pada batang tubuhnya PerBPOM terkait Sistem Jaminan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan di Sarana Peredaran ini mengatur mengenai Tata Cara
Sertifikasi SMKPO. Terdapat 2 jenis sertifikasi SMKPO, yaitu Sertifikat Pemenuhan
Komitmen dan Sertifikat Pemenuhan Standar. Dimana sertifikat pemenuhan komitmen

iperuntukan untuk Sarana Ritek Tradisional seperti Toko, Pasar Tradisional dan
Minimarket sedangkan Sertifikat Pemenuhan Standar diperuntukan untuk Distributor,

Importir, Supermarket dan Hypermarket. Sertifikast SMKPO berlaku selama 5 tahun.

Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO bersifat voluntary. untuk mendapatkan
Sertifikat tersebut sarana ritel tradisional, minimarket serta pengelola pasar cukup
dengan mengupload surat pernyataan pemenuhan komitmen SMKPO maka sertifikat
akan diterbitkan dalam waktu 1 Hari Kerja. Permohonan Sertifikat akan dikenakan
biaya sesuai dengan PP PNBP akan tetapi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) diberi
pembebasan biaya. Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO bersifat voluntary. untuk
mendapatkan Sertifikat tersebut Supermarket, Hypermarket, Distributor, Importir wajib

mengupload Surat pernyataan pemenuhan standar SMKPO; Sistem Audit Internal
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terkait penerapan SMKPO; Lay out sarana; NIB, dan Dokumen Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan sesuai Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik. Sertifikasi
SMKPO dilakukan melalui website 0ss.go.id yang selanjutnya akan masuk ke website

BPOM yaitu e-sertifikasi.pom.go.id

Pelaku usaha yang akan mendaftarkan SMKPO dikenakan biaya sesuai dengan PP
PNBP, namum pada tahun 2021 PP PNBP terkait PNBP masih dalam tahap
penyususnan. Ketentuan lain terkait SMKPO yaitu wajib untuk Importir baru yang akan

mendaftarkan produknya di BPOM sebagai pengganti PSB.

Dalam peraturan SMKPO ini, juga terdapat lampiran tentang Pedoman Cara
eredaran Pangan Olahan yang Baik atau dapat disingkat CPerPOB dan Pedoman
dit Internal yang dapat diacu pelaku usaha peredaran pangan olahan dalam
penerapan SMKPO. Pedoman CPerPOB menggabungkan 2 pedoman yang telah ada
sebelumnya yaitu, Pedoman Cara Ritel yang Baik untuk toko modern dan Pedoman
Cara Ritel yang Baik untuk pasar tradisional, serta menambahkan beberapa aspek
yang sebelumnya tidak tercakup seperti komitmen manajemen, rencana keamanan

pangan, dan sistem manajemen mutu.

8 Ped ;
(L AERDNRATEN A
Pedarman =
Cara Aaundit
Peredaran
Pangan Internal
Olahan yang Eanem Manajsmen Hasmanan Feagam Olvhan
Baik .Il'l.alalu.l-\.rn.lllarall ﬂ
T -

Gambar 14 Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik

Dengan pedoman ini diharapkan sarana peredaran pangan mampu menerapkan
aspek-aspek untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan di sepanjang rantai
peredaran dalam melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan,
distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran pangan olahan.

GPagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 335.603.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
335.181.720,- atau 99,87%.
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IMPLEMENTASI SMKPO DI SARANA PEREDARAN

Kick Off Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan Di Sarana Peredaran
Tahun 2021

Pada tanggal 4 Agustus Tahun 2021 telah terbit Peraturan Badan POM Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan di
Sarana Peredaran. Dalam rangka memberikan informasi lengkap dan komprehensif

kepada pelaku usaha di sarana peredaran pangan olahan, Kementarian/Lembaga

terkait, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan kepada UPT di Lingkungan BPOM RI
terkait Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan
lahan di Sarana Peredaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
enyelenggarakan kegiatan Kick Off Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan

Di Sarana Peredaran Tahun 2021 .

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober bertempat di Hotel
Intercontinental Bandung dengan mekanisme Hybird (daring dan luring). Kegiatan
dibuka oleh Ibu Penny K. Lukito selaku Kepala Badan POM. Kegiatan dihadiri oleh

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, Bapak Roy N. Mandey, Perwakilan pelaku usaha

peredaran pangan olahan, Kementrian dan Lembaga terkait serta UPT BPOM.

Gambar 15 Pelaksanaan Kick Off SMKPO
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Gambar 16 Pelaksanaan Kick Off SMKPO

Sertifikasi Sarana peredaran terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan
Olahan

Pada tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi kepada 148 sarana peredaran pangan
Olahan dan pemeriksaan kepada 67 sarana peredaran dimana 10 siantaranya telah
menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik. Sertifikasi dilakukan melalui
aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dan pada bulan Desember 2021 dilakukan integrase
dengan system oss,pom.go.id. Sertifikasi SMKPO didominasi oleh Importis sebanyak

28 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sarana Sertifikat |
Importir baru 28
Importir lama 3
Distributor 9
Hipermarket 86
Grosir 1
Supermarket 2
Minimarket 18
Sarana Ritel Tradisional 1

148

Tabel 9 Sertifikasi Sarana peredaran terkait Sistem Manajemen
Keamanan Pangan Olahan

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 520.737.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp
520.736.159,- atau 100 %
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Sasaran Kegiatan 3 : Pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran D
Pangan Olahan

IKU 4 : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan P

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

SURVEBKEPUASAN PELANGGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN

ada tahun 2021 terdapat perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)
ntuk Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan di Kedeputian 3 dengan layanan
publik terkait Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor yang sebelumnya
dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Ditwas

PRRS), saat ini dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Berdasarkan hasil evaluasi SKM tahun 2020, pada layanan publik mengenai Surat
Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) mengalami penurunan
nilai dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 88,05 menjadi 80,34 (SKI)
dan 85,59 menjadi 83,16 (SKE).

Sehubungan dengan hal tersebut dan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14
tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang

Pedoman  Penyusunan  Survei INDEKS IKM 2020 - 2021
SKALA 100

2020 m 2021

Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, 86,19

Direktorat Pengawasan Peredaran 84,67

85,67

Pangan Olahan melakukan evaluasi 83,16

terhadap pelaksanaan Survei 80,34 80,85

Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk
mengetahui penyebab penurunan

nilai SKM dari IKM SKI IKM SKE IKM TOTAL

Grafik 2 Indeks IKM 2020-2021
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SKI/SKE di tahun sebelumnya dan melakukan upaya dalam peningkatan pelayanan
publik di masa mendatang dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kepuasan

pelanggan untuk layanan publik Ditwas Peredaran Pangan Olahan.

Survei ini dilakukan pada bulan Februari 2021 dengan jumlah responden 280 orang
yang merupakan pelanggan untuk layanan SKI dan SKE Pangan Olahan. Adapun 9
(sembilan) unsur yang disurvey yaitu prosedur, persyaratan, waktu, biaya/tarif,
produk/layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan
pengaduan/saran, dan sarana layanan. Metode pengumpulan data adalah dengan
desk research (analisa data sekunder) dan online survey (survei secara daring).
Hasil survel ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat untuk SKI dan SKE
rada pada kategori Baik yaitu 85,67 (skala 100). Hal ini menunjukkan bahwa

engguna layanan merasa puas dengan layanan yang diberikan.

Pada survei kali ini juga diukur Indeks

SKALA 100

m SKI = SKE OTotal

Persepsi Anti Korupsi pada layanan SKI

dan SKE Pangan Olahan dengan hasil
92,27 93,07 92,54

sangat baik yitu 92,54. Hasil ini
menunjukkan bahwa layanan SKI dan
SKE vyang diberikan oleh BPOM
dipersepsi jauh dari tindak perilaku
korupsi dan berintegritas.

Selain itu juga diukur, sebanyak 98,6%

pelanggan  Direktorat Pengawasan

IPAK Peredaran Pangan Olahan BPOM

mengaku cukup puas hingga sangat puas terhadap layanan SKI-SKE yang diberikan.

Hasil survey di tahun 2021 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan secara umum sudah dinilai BAIK.

Seluruh parameter yang diukur pun memperoleh skor indeks yang tergolong BAIK-

SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pengguna layanan SKI
dan SKE merasa puas hingga sangat puas terhadap layanan yang diterimanya.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 103.975.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
103.974.500,- atau 100%
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DIGITAL MARKETING LAYANAN PUBLIK DIREKTORAT PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan dilakukan berbagai upaya dalam penyampaian informasi dan
komunikasi kepada pelanggan dan masyarakat. Digital Marketing merupakan salah
satu upaya untuk menyampaikan informasi seputar layanan publik yang ada. Pada

tahun 2021, terdapat media yang digunakan diantaranya adalah melalui media sosial,

subsite, media cetak seperti koran, dan billboard yang dipasang pada lokasi startegis.

Selain itu juga dibuat video animasi berisi informasi layanan publik di Direktorat
engawasan Peredaran Pangan Olahan seperti pembuatan akun dan pengajuan
I/SKE di website e-bpom.pom.go.id dan sertifikasi Sistem Manejemen Keamanan
Pangan Olahan (SMKPO). Video-video ini dapat diakses pada youtube Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan oleh semua pelanggan. Dalam penerapan
digital marketing dan mendukung ekspor Pangan Olahan asal Indonesia juga dibuat
buku pedoman ekspor bumbu dalam rangka program Indonesia Spice Up The World.
Buku Pedoman ini dapat diunduh secara daring pada subsite Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan dan dicetak untuk dibagikan kepada pelaku usaha.

Pagu kegiatan vyaitu sebesar Rp. 94.970.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.
94.969.077 atau 100%.

BANNS FIRESMAL ONLT AN MAE AN
LULAL UL L Ll

LOGIN
APLIKASI

INTHONESTA ST P Wy e g

Gambar 17 Penerapan Digital Marketing
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4 )

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektifitas pengawasan pangan yang
dilakukan oleh Daerah

IKU 5: Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market

sesuai standar
\_ J

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

ENYUSUNAN REWARD SYSTEM UNTUK KAB/KOTA YANG MELAKUKAN
NGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PEMDA KAB/KOTA

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan,
serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
obat dan makanan. Dalam hal ini adalah Badan POM sebagai koordinator pelaksanaan
pengawasan obat dan makanan, bersama dengan instansi terkait termasuk pemerintah
daerah, seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Lampiran 2 Dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan, pada tahun 2019

adan POM telah menginisiasi pengusulan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan

akanan (DAK NF POM). Dan pada tahun 2021 telah disetujui DAK NF POM untuk 419
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga diperlukan pengawalan terhadap
pemberian DAK tersebut dengan melakukan pembinaan dan monitoring kinerja sesuai
dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kegiatan dilakukan dalam
bentuk Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/ kota sesuai dengan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan

sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 wilayah

Provinsi Jawa Barat
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2. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah Provinsi Bali dan
Papua Barat

3. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara

4. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua,

Maluku Utara dan Maluku

. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021

wilayah Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan DAK
Nonfisik Tahun Anggaran 2021 wilayah Jawa Barat dilakukan dalam bentuk Advokasi
kepada para Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda), dari
tingkat Provinsi maupun Kab/kota di wilayah Jawa Barat. Advokasi dilaksanakan untuk
menjaring komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan sesuai
NSPK yang telah ditetapkan serta komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakokasikan pada DAK NF POM TA 2021, sedangkan Bimtek diberikan terhadap
pengawas pangan Kabupaten Kota berupa penyampaian materi terkait Norma, Standar,
Pedoman dan Ketentuan pengawasan pangan yang berlaku.

Kegiatan advokasi dan bimbingan teknis dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan, dengan memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian
kegiatan DAK Non Fisik yang telah berjalan pada tahun 2020 serta memberikan arahan
agar kabupaten/kota yang telah menerima DAK NF dapat melaksanakan tugas
pengawasan obat dan makanan sesuai amanat dalam Undang-Undang No.23 Tahun
2014 dan capaian anggaran yang telah diberikan dapat terserap secara optimal.
Kegiatan advokasi dilakukan oleh pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Badan

POM Pusat, antara lain Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Kepala Biro
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Perencanaan dan

Keuangan, Badan POM serta Pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah (Ditlen Bangda), Kementerian Dalam Negeri secara daring. Materi yang
dipaparkan dalam advokasi antara lain Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik tahun 2020
serta Perencanaan DAK Tahun 2021 dan Pembinaan dan Pengawasan Daerah sesuai
UU 23 Tahun 2014. Selain kegiatan Advokasi, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas pengawas yang berasal dari Dinas
Kesehatan Provinsi dan 16 Kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Dari 16
kabupaten/kota, 10 kabupaten kota belum mendapatkan DAK NF pada tahun 2020
sehingga perlu mendapatkan supervisi tentang pengawasan obat dan makanan oleh Tim

eknis dari Badan POM Pusat.

2. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah

Provinsi Bali dan Papua Barat

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan DAK NF
POM Tahun 2021 wilayah Provinsi Bali dan Papua Barat dilakukan pada tanggal 20-21
April 2021 di Hotel Padma, Legian — Bali dan di hotel Vega Sorong. Kegiatan tersebut
melibatkat 47 Kab/Kota untuk Regional Timur Il dan 7 Kab/kota dari Wilayah Propinsi
Bali. Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM dan dilaksanakan dalam bentuk Advokasi
kepada para Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

erpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari
tingkat Provinsi.

Y PEMEINAAN DN MONITO NG
KINERJA

Gambar 18 Pembinaan Monitoring DAK Tahun 2021
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Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen pelaksanaan
pelaksanaan DAK NF Subbidang Makanan Minuman Rumah Tangga TA 2021 secara
luring Kepala Dinas di wilayah tersebut. Selanjutnya dilakukan sesi desk berupa
penjelasan terhadap menu kegiatan dalam DAK NF POM penerapan aplikasi
SMARTPOM dan penyusunan Plan of Action (PoA) kegiatan DAK NF POM tahun
anggaran 2021 bersama dengan UPT BPOM sesuai dengan Kab/Kota yang menjadi
wilayah kerjanya. POA tersebut dapat digunakan untuk melakukan monitor terhadap
pelaksanaan kegiatan DAK NF sebagai bentuk komitmen realisasi dari pelaksanaan
DAK NF POM dari Kab/Kota.

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan DAK
Nonfisik Tahun Anggaran 2021 wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dilakukan dalam bentuk Advokasi kepada para
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda), dari tingkat
Provinsi maupun Kab/kota di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat dengan kombinasi pelaksanaan secara Daring dan Luring
erhadap 53 Kab/Kota.

Ponmandmangsnans Komitman Afvohaesl sieh 19 Kepala Dinas
gyt inewabil Tutam e Celalan dan pas abel penansd ol asysn e

di Suhwwmeal Tangah, Sulavwanl Sarat, Sulamesl Yenggars

Gambar 19 Pembinaan Monitoring DAK Tahun 2021
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Pada advokasi tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen dalam hal
pelaksanaan DAK NF Subbidang Makanan Minuman Rumah Tangga TA 2021 sesuai
dengan Petunjuk Operasional Pernggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang
Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan TA 2021 termasuk jangka waktu
pelaporan. Penandatangan komitmen dilakukan oleh semua Kepala Dinas atau yang
mewakili dari masing-masing Kabupaten/Kota penerima DAK NF POM TA 2021 di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara luring dan selanjutnya diikuti secara daring
oleh peserta dari Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
3. Selanjutnya pada sesi desk dilakukan penjelasan terhadap menu kegiatan dalam
DAK NF POM dan penyusunan plan of action sebagai rencana pelaksanaan kegiatan
AK NF POM tahun anggaran 2021. Plan of action ini merupakan bentuk komitmen
ealisasi dari pelaksanaan DAK NF POM di Kab/Kota.

4. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di wilayah

Provinsi Papua, Maluku Utara dan Maluku

Kegiatan Bimbingan Teknis Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan desk Plan of
Action (PoA) pelaksanaan DAK NF POM Tahun 2021 wilayah Papua, Maluku Utara,
Maluku dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juni 2021 di Hotel Golden Palace, kota
Ambon dengan teknik pelaksanaan secara Hybrid yaitu luring dan daring. Peserta pada
kegiatan ini sebanyak 33 kabupaten/kota yang terdiri dari Propinsi Maluku (11

abupaten/Kota) secara luring dan Maluku Utara (9 Kabupaten/Kota) dan Papua (13
Kabupaten/Kota) secara daring. Peserta dari Kabupaten/Kota masing-masing
sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari Dinas Kesehatan (pejabat teknis
penanggungjawab pengawasan obat dan makanan beserta 1 (satu) orang petugas
teknis pengawas pangan) dan 1 (satu) orang pejabat teknis penanggungjawab
perizinan SPP IRTP dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP). Selain peserta dari Kabupaten/Kota, juga diundang peserta Propinsi dari
Dinas Kesehatan dan DPMPTSP dari Propinsi Maluku (luring) serta Maluku Utara dan
Papua (daring). Selanjutnya dilakukan desk pendampingan kepada Kabupaten/Kota
tentang Plan of Action (POA) pelaksanaan DAK NF POM Subbidang Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga, desk pendampingan aplikasi SMART POM dan
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desk pendampingan penilaian mandiri (self assesment) kinerja Kabupaten/Kota yang
melaksanakan pengawasan post market PIRT sesuai dengan standar yang merupakan
target Indikator Kinerja Utama untuk Program Prioritas Nasional di BPOM (target 125
Kabupaten/Kota).

Pagu kegiatan vyaitu sebesar Rp. 2.042.912.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.042.779.000,- atau 99,99 %.
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4 )

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang
dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 6 : Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan
vana diselesaikan sesuai standar

\ )

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

PENGAWASAN IKLAN PANGAN, PANGAN ONLINE DAN MLM

egiatan Pengawasan Iklan Pangan Olahan secara Terpadu

Dalam pengawasan suatu iklan pangan dibutuhkan sinergitas antara K/L pemerintah
yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah
dalam hal ini adalah Badan POM yang memiliki kewenangan dalam pengawasan obat
dan makanan. Selain Badan POM terdapat beberapa K/L lainnya yang memiliki
kewenangan dalam melakukan tindaklanjut.

Dalam rangka membangun sinergitas yang baik antara K/L pemerinta, Direktorat

Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menginisiasi pertemuan awal Kegiatan

Pengawasan lklan Pangan Olahan secara Terpadu untuk mengawasi iklan pangan.

Dalam casemate ini, kami mengundang beberapa K/L antara lain Bapenda DKI

Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia

dan Kemenkominfo.

Kesepakatan dalam pertemuan adalah sebagai berikut:

1. Kemenkominfo, KPI, P3l, dan Bapenda siap bersinergi dalam tindak lanjut
pengawasan iklan pangan, dengan mempertimbangkan kajian hukum yang firm
dari BPOM sebagai pengawas iklan pangan olahan.

2. Diperlukan upaya membangun komunikasi dan advokasi/sosialisasi kepada
Pemerintah Daerah untuk peningkatan pengawasan Media Luar Ruang/Griya.

3. Untuk meningkatkan kerjasama pengawasan yang lebih efektif, diperlukan MoU
dengan KPI, DPI/P3I, dan Pemerintah Daerah. Sebagai pilot awal, kerja sama
dengan Pemda dalam hal pengawasan iklan pangan olahan dapat dimulai dengan

Pemprov DKI Jakarta.
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4. Direncanakan pelaksanaan pengawasan terpadu seiring dengan proses
pengembangan MoU, dengan target iklan yang saat ini menjadi sorotan
masyarakat.

5. Perlu dilaksanakan sosialisasi regulasi ke pemantau iklan KPI dan DPM-PTSP

sebagai upaya mereduksi peredaran iklan pangan olahan yang TMK.

Sosialisasi Peraturan dan Pengawasan lklan Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha

Periklanan

alam pembuatan iklan pangan, pelaku usaha pangan dapat mempromosikan produk
apat membuat secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu pelaku
usaha pembuat iklan. Kreativitas pelaku usaha pembuat iklan tidak perlu diragukan lagi
namun demikian masih banyak yang belum terpapar dengan peraturan periklanan
pangan sehingga berpotensi terjadi adanya pelanggaran iklan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan lklan
Pangan pada pasal 45 ayat (2) Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau
televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan Iklan, turut
bertanggung jawab terhadap isi Iklan yang tidak benar. Dari aturan tersebut, jelas bahwa
pelaku usaha periklanan yang bekerjasama dengan pelaku usaha pangan harus
mengetahui batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu iklan agar
menghasilkan iklan yang benar dan bertanggung jawab.

ehubungan dengan hal tersebut maka Badan POM memandang perlu untuk
dilaksanakan kegiatan “Sosialisasi Peraturan dan Pengawasan lklan Pangan Olahan
Bagi Pelaku Usaha” pada tanggal 16 Februari 2021 dalam rangka menindaklanjuti
kegiatan FGD sebelumnya terkait Pengawasan lklan Pangan Secara Terpadu. Kegiatan
ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku usaha periklanan dalam pembuatan iklan

pangan.

Dalam pertemuan ini, disepakati komitmen bersama dengan pelaku usaha periklanan:
a. Bersama bersinergi dalam pengawasan iklan pangan olahan antara regulator, pelaku
usaha dan masyarakat.

b. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab untuk menghasilkan iklan pangan olahan
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yang memenuhi ketentuan.

c. Pemahaman regulasi iklan pangan olahan oleh pelaku usaha akan meningkatkan
iklan pangan olahan yang kreatif dengan tetap sesuai koridor peraturan perundang-
undangan.

d. Proses pembuatan iklan pangan olahan akan selalu merujuk pada informasi yang

dicantumkan pada label yang disetujui oleh Badan POM.

Bimbingan Teknis Pengawasan Iklan Pangan UPT Badan POM
Iklan merupakan salah satu strategi promosi bagi pelaku usaha sebagai upaya untuk
mempercepat produk dapat dikenal dan diterima masyarakat. Persaingan yang ketat
lam menampilkan produkpangan agar terlihat sempurna dalam pandangan konsumen,
ering mengakibatkan pesan atau informasi tentang produk disampaikan secara
berlebihan, melanggar etika periklanan, membingungkan konsumen, atau bahkan
mengelabui konsumen dengan klaim-klaim iklan yang tidak dapat dibuktikan secara
ilmiah. Hal-hal inilah yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam industri pangan
Indonesia.
Perubahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan pasti selalu
terjadi. Perubahan yang terjadi di Badan POM, baik perubahan struktur organisasi,
pengembangan Loka POM di tingkat Kabupaten/Kota, rotasi dan mutasi pegawai harus
diantisipasi agar kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu
langkah konkrit yang dilakukan oleh Badan POM adalah dengan mengadakan bimbingan
teknis secara berkala. Bimtek pengawasan iklan pangan, merupakan salah satu bimtek
engawasan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan pemerataan

kompetensi pengawas iklan pangan melalui pemaparan aturan-aturan iklan pangan dan
updating wawasan terkait dengan perkembangan teknologi maupun inovasi promosi
pangan saat ini.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan lklan Pangan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas pangan di UPT dalam

mengevaluasi iklan pangan olahan.
2. Petugas UPT Badan POM melakukan pengawasan iklan pangan yang beredar
sesuai dengan pedoman dan target yang disepakati.

3. Sharing experiences tantangan/kendala pengawasan iklan pangan di daerah
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Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan lklan Pangan dilaksanakan pada tanggal 31
Maret 2021. Kegiatan dilaksanakan dengan metode hybrid dan diikuti oleh 120 peserta,
terdiri dari 103 peserta daerah (UPT BPOM, terdiri dari 33 Balai Besar/Balai POM dan 40
Loka POM) dan 17 orang peserta pusat. Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan dengan
metode penyampaian materi dari pakar/ praktisi dan melibatkan narasumber terkait di

Kedeputian 3

Narasumber pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengawasan lklan Pangan, antara
lain:

1. Amelia Hezkasari Day M.E. (Pakar Media), dengan topik “Pengaruh
perkembangan media dan teknologi informasi dalam promosi produk pangan
dan berbagai inovasinya”.

2. Dr. Hery Margono (pakar komunikasi sekaligus praktisi periklanan), dengan
topik “Kreativitas iklan pangan olahan & persepsi masyarakat”.

3. Yeni Restiani, S.Si, Apt, M.P (PFM Ahli Madya, Direktorat Standardisasi
Pangan Olahan), dengan topik “Peraturan BPOM No. 6 tahun 2021 tentang
pengawasan periklanan pangan olahan”.

4. Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktur Pengawasan Peredaran Pangan

Olahan), dengan topik “Pengawasan iklan pangan di Indonesia”.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pretest dan postest oleh seluruh
peserta, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman dari peserta

imtek, dengan rata-rata nilai pretest 70.78 menjadi 94.68 pada postest.
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Gambar 20 Bimbingan Teknis Pengawasan lklan Pangan UPT Badan POM
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Gambar 21 Bimbingan Teknis Pengawasan lklan Pangan UPT Badan POM

. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Ilklan Pangan melalui Pelibatan
Masyarakat sebagai Kontributor

A. Rekruitment Kontributor
Proses rekruitment dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2021 berdasarkan

pemetaan kategori kontributor dan area domisili kontributor, kemudian

dilakukan proses rekruitment melalui link google form yang disebar sesuai
pemetaan kategori melalui https://bit.ly/RegistrasiKontributorlklan_021, dengan
dukungan surat undangan resmi dari BPOM. Proses seleksi dilakukan
berdasarkan profil yang didapatkan di link registrasi kontributor untuk
mendapatkan kontributor yang benar-benar siap dalam program ini. Telah
dilaksanakan proses rekruitment kontributor dan didapatkan 60 (enam puluh)
orang kontributor yang berasal dari 7 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, DI
Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah), terdiri dari
orang tua, mahasiswa, pelajar SMA, kelompok dengan kebutuhan khusus (ibu

hamil, ibu menyusui, orang dengan kebutuhan nutrisi khusus).

B. Sosialisasi Regulasi Iklan Pangan Olahan
Dilaksanakan pada Sabtu, 9 Oktober 2021, dengan total undangan sejumlah

60, namun peserta yang hadir hanya sejumlah 53 orang yang berasal dari:

No Kelompok Kriteria
1 | 6 (enam) orang dari (1) Pendidikan : Minimal SMA Sederajat
kelompok Orang Tua, (2) Usia : 24 — 50 Tahun
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No Kelompok Kriteria
termasuk guru, lbu PKK (3) Berasal dari Provinsi Banten dan
dan Ibu Rumah Tangga Jawa Barat

2 | 24 (dua puluh empat) dari Berasal dari Universitas di 6 provinsi

kelompok Mahasiswa dari (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa

Perguruan Tinggi Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta)
3 | 17 (tujuh belas) dari Berasal dari sekolah di provinsi DKI
kelompok Pelajar SMA Jakarta dan Jawa Barat
4 | 6 (enam) dari kelompok (1) Ibu Hamil
Berkebutuhan Khusus (2) Ibu Menyusui

(3) Orang dengan kebutuhan nutrisi
khusus (misal olahragawan, penderita
diabetes, orang yang menjalani diet,
dlil

(4) Berasal dari 4 provinsi (DKI Jakarta,

Jawa Barat, DI Yogyakarta dan

Kalimantan Tengah)

Tabel 10 Sosialisasi Iklan Pangan Olahan

Pada saat kegiatan berlangsung, dipaparkan mengenai regulasi iklan di pangan
olahan oleh Dra. Ratna Irawati, Pengaruh Iklan terhadap Persepsi oleh Dr. Hery
Margono dan Mengambil Peran dalam Kehidupan oleh Bapak David Vierronica.
Ketiga materi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pengawasan iklan

yang dilakukan oleh para kontributor iklan.

C. Pelaporan Iklan Pangan Oleh Kontributor

Kontributor yang telah mengikuti sosialiasi regulasi, diharapkan dapat
melaporkan sejumlah minimal 40 iklan melalui tautan yang telah disediakan.
Iklan yang telah dilaporkan oleh kontributor akan dibahas pada saat kegiatan
Focuss Group Discussion (FGD). Terdapat 60 kontributor yang secara aktif

melaporkan iklan pangan di tiap bulan.
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D. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada Sabtu, 11
Desember 2021 dengan total peserta 53 orang kontributor, terdapat 7
kontributor yang berhalangan hadir pada saat FGD dilaksanakan.

Pada saat kegiatan, peserta dibagi menjadi 3 kelompok (breakout room di
zoom) untuk membahas iklan yang telah dilaporkan oleh kontributor, iklan yang
akan dibahas adalah iklan yang telah dinilai oleh kontributor yang penilaiannya
tidak sesuai dengan peraturan. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dibahas

bersama pakar.

Gambar 22 Focus Group Discussion (FGD)

Secara keseluruhan pagu kegiatan  yaitu sebesar Rp. 575.634.000 dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 575.375.299 atau 99,95% .

PENANGANAN ISU KEAMANAN PANGAN

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, bersama unit lain di kedeputian
Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Olahan, ikut berkontribusi pelaksanaan
penyelenggaraan acara peluncuran panduan izin frozen food UMKM.

Badan POM menggelar kegiatan Pekan Gelar Pendampingan Usaha Mikro Kecil
(UMK) Frozen Food Pada Masa Pandemi yang diselenggarakan selama 5 (lima)
hari. Kegiatan tersebut diawali dengan launching kegiatan yang bertema “UMK

berdaya saing, masyarakat terlindungi, dan membangun ekonomi rakyat® pada
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Selasa (02/11). Rangkaian kegiatan pada hari pertama tersebut, antara
lain launching Pedoman Pangan Siap Saji Terkemas dan Pedoman Cara
Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik serta penyerahan
Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan, Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB), Sertifikat Program Manajemen Risiko (PMR), dan Sertifikat
Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) kepada perwakilan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Badan POM.

Dalam rangkaian kegiatan, diselenggarakan dialog interaktif yang dilanjutkan
dengan UMK Camp Tematik secara online selama 3 (tiga) hari yang membahas
mulal dari materi perizinan, produksi, desain produk dan pemilihan kemasan,
hingga pemasaran produk. Pada akhir kegiatan Pekan Gelar Pendampingan, akan
diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Jaminan Keamanan
Pangan Siap Saji Beku serta Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Frozen Food.
Pendampingan UMK Frozen Food masih akan terus berlanjut melalui kegiatan
Bimbingan Teknis Tematik Tahap 2 yang akan diselenggarakan di seluruh Balai
Besar/Balai/Loka POM pada November 2021.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 352.496.000,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 352.452.144,- atau 99,99%.

VERIFIKASI SARANA PEREDARAN PANGAN

Pada tahun 2021 pemeriksaan sarana peredaran pangan difokuskan kepada Cara
Peredaran Pangan Olahan yang Baik dan Analisa Gap pemenuhan Sistem Manajemen
Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Pemeriksaan dilakukan terhadap 67
sarana (tambah dengan hasil Eksim) peredaran pangan yang terdiri dari Gudang
distributor, Importir Pasar dan Retail Modern dengan hasil 38 sarana (56,71%)
Memenuhi Ketentuan, 5 sarana (7,47%) Tidak dapat diperiksa dan 24 sarana
(38,82%) Tidak Memenuhi Ketentuan terhadap penerapan Cara Ritel Pangan yang
Baik (CRPB). Ketidaksesuaian CRPB yang sering ditemukan pada sarana distribusi
antara lain penyimpanan produk pangan yang masih tercampur dengan produk non
pangan, sanitasi dan kebersihan sarana yang kurang baik, pencegahan binatang
pengerat yang tidak efektif, tidak dilakukan monitoring suhu penyimpanan dingin,
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penyimpanan produk pangan yang masih menempel dinding/lantai dan ditemukannya
produk TMK seperti produk kedaluarsa, produk expired dan produk Tanpa Izin Edar.
Selain pemeriksaan menggunakan Form B dilakukan juga pemeriksaan menggunakan
Form Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) kepada 25 sarana
peredaran dengan rincian hasil 10 sarana (40 %) mendapatkan rating A dan B
sedangkan 15 sarana (60%) mendapatkan rating C. Untuk data pemeriksaan sarana
peredaran seluruh Indonesia yang dilakukan oleh UPT BPOM padata tahun 2021 telah
dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap 8.898 sarana distribusi pangan, dengan
hasil 6.138 sarana (68,98%) MK, 2.676 sarana TMK (30,07%) dan 84 sarana (0,94%)
Tidak dapat diperiksa

Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Oleh UPT
BPOM TA 2021

6138
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Grafik 4 Hasil Pemeriksaan Sarna Distribusi oleh UPT BPOM Tahun 2021

RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA MANAJEMEN SAMPLING
2022

Sistem pengawasan pangan olahan dilakukan secara komprehensif yang terdiri dari:
pertama standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan
kebijakan terkait pengawasan pangan olahan. Kedua, penilaian (pre-market
evaluation) evaluasi produk sebelum suatu produk memperoleh nomor izin edar dan
akhirnya  dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen. Ketiga, pengawasan
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setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, mutu, dan
informasi produk. Kegiatan pengawasan setelah beredar salah satunya dilakukan
dengan sampling dan pengujian produk pangan olahan yang beredar. Kegiatan ini
melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan
oleh UPT, diperlukan adanya suatu pedoman yang menjelaskan protokol dan tata cara
sampling dan pengujian. Selain itu, diperlukan juga forum komunikasi sebagai wadah
UPT untuk bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam sampling dan

penguijian.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Manajemen
ampling Obat dan Makanan Tahun 2022 dilaksanakan secara terpadu dengan
elibatkan 73 UPT BPOM di seluruh Indonesia bersama dengan Kedeputian 1,
Kedeputian 2 beserta direktorat terkait. Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 415.348.000
dan realisasi anggaran sebesar Rp 415.138.514 atau 99.95%.

Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Manajemen Sampling 2022
dilaksanakan secara hybrid di Bandung pada tanggal 9 — 12 November 2021, dan
dibuka dengan arahan dari Ibu Kepala Badan POM. Pedoman sampling dan pengujian
ditetapkan akan berlaku secara multiyear untuk memfasilitasi pelaksanaan sampling
dan pengujian yang lebih efisien, efektif, dan optimal karena tidak perlu menunggu
pemutakhiran pedoman setiap tahun berganti. Penyusunan pedoman sampling di
tahun 2022 mempertimbangkan beberapa hal, seperti isu terkini dan potensi isu yang
akan muncul hingga akhir periode perencanaan strategis tahun 2024, potret peredaran
dan pelanggaran obat dan makanan berdasarkan hasil pengawasan tahun anggaran
2021, serta konsep regionalisasi laboratorium. Pedoman Sampling dan Pengujian Obat
dan Makanan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.02.22.77 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022.
Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 415.348.000,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp.415.138.514,- atau 99,95%.
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N

(Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektifitas pengawasan pangan olahan yang
dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 7 : Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat
pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan

\— _J

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

BIMBINGAN TEKNIS POST MARKET PENGAWASAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA

alam rangka meningkatkan kapasitas pengawas pangan di Pemda Kab/Kota dan
ntuk menyiapkan PemdaKab/Kota agar dapat melaksanakan target pengawasan
label dan iklanpangan yang akan ditetapkan per TA 2022 dalam kegiatan DAK NF
Pengawasan Obat dan Makanan submenu Pangan Industri Rumah Tangga, telah
dilaksanakan Bimbingan Teknis Post Market Pengawasan Industri Rumah Tangga

dengan topik Pengawasan Label dan Iklan PIRT.

Bimbingan Teknis Pengawasan Post Market Kegiatan dilaksanakan di 4 Kota yaitu

ub".'m;‘sw:::f:%"m'""w“*" Kota Bandung, Jawa Tengah (Kota

Semarang dan Kota Surakarta) dan
Denpasar (Bali) pada periode 25 Maret
— 20 April 2021 dengan melibatkan 74
'L'..’.Z;’,'.Tfi' o (tujuh puluh empat) orang yang terdiri
dari petugas Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota, Badan Pendapatan
Daerah/ BAPENDA, Dinas Penanaman
§ Apresast hepads Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
i Pintu, dan Petugas UPT BPOM.

Metode Bimtek berupa paparan,

diskusi, dan simulasi pengawasan dan penilaian label dan iklan dinilai efektif dalam
memudahkan petugas pengawas memahami regulasi dalam implementasi riil
pengawasan melalui simulasi langsung. Pemahaman peserta terhadap materi
pengawasan post market PIRT khususnya label dan iklan dinilai berdasarkan hasil

pre-test dan post-test yang secara keseluruhan meningkat.
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Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 390.144.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp
390.131.260 atau 99.99%

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda pembangunan

nasional di bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsinya, 4 (empat) kegiatan utama
adan POM adalah penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatan berdasarkan
eraturan dan standar produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum
beredar (pre-market); pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat
(post-market); pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka
meningkatkan daya saing produk; serta penegakan hukum melalui fungsi
pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di
bidang Obat dan Makanan.

Pada tahun 2021, KIE dilaksanakan di 2 (dua) Propinsi yang mencakup 5 titik. Berikut
pelaksanaan KIE pada masing-masing Propinsi:

1. Provinsi Jawa Timur

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Propinsi Jawa Timur ini melibatkan
narasumber tokoh masyarakat serta Badan POM. Pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan di 3 (tiga) titik antara lain:
a. Kediri

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2021.

Narasumber yang terlibat, yaitu:

Nurhadi, S.Pd (anggota Komisi IX DPR RI)

Neni Yuliza, S.Si, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Ekspor

dan Impor Pangan Olahan)

Peserta yang terlibat dalam pertemuan antara lain tokoh masyarakat dan warga

setempat sejumlah 500 peserta
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Gambar 23 Pelaksanaan KIE Kediri

b. Tulungagung
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021
Narasumber yang terlibat, yaitu:
Nurhadi, S.Pd (anggota Komisi IX DPR RI)
Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktur Pengawasan Peredaan Pangan Olahan)
Joni Edrus Setiawan, S.Si, Apt (Kepala Loka POM di Kediri)

Peserta yang terlibat dalam pertemuan antara lain tokoh masyarakat dan warga
setempat sejumlah 500 peserta.

nn”pu
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Gambar 24 Pelaksanaan KIE Tulungagung
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c. Blitar
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021.
Narasumber yang terlibat, yaitu:
Nurhadi, S.Pd (anggota Komisi IX DPR RI)
Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktur Pengawasan Peredaan Pangan
Olahan)

Peserta yang terlibat dalam pertemuan antara lain tokoh masyarakat dan warga
setempat sejumlah 500 peserta.

Gambar 25 Pelaksanaan KIE Blitar

2. Provinsi Jawa Barat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Propinsi Jawa Timur ini melibatkan
narasumber tokoh masyarakat serta Badan POM. Pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan di 2 (dua) titik antara lain:

a. Gedung PGRI, Kabupaten Indramayu
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021.
Narasumber yang terlibat, yaitu:
HJ. Netty Prasetiyani Hermawan (anggota Komisi IX DPR RI)
Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktur Pengawasan Peredaan Pangan
Olahan)

Peserta yang terlibat dalam pertemuan antara lain tokoh masyarakat dan warga
setempat sejumlah 250 peserta.
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Gambar 26 Pelaksanaan KIE Indramayu

b. Gedung Auditorium SMK Muhammadiyah Kadanghaur, Kabupaten Indramayu
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021.
Narasumber yang terlibat, yaitu:
HJ. Netty Prasetiyani Hermawan (anggota Komisi IX DPR RI)

Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktur Pengawasan Peredaan Pangan Olahan)

Peserta yang terlibat dalam pertemuan antara lain tokoh masyarakat dan warga

setempat sejumlah 250 peserta.

Gambar 27 KIE Gedung Auditorium SMK Muhammadiyah Kadanghaur, Indramayu

Pagu kegiatan vyaitu sebesar Rp. 820.700.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp
809.090.525 atau 98,59%.
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Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya efektifitas pelayanan publik Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 8 : Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan

Q)Iahan J

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK IMPORTIR PRIORITAS DAN EKSPORTIR
PRIORITAS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Upaya peningkatan layanan publik di

_ Badan POM salah satunya adalah

KEPUTUSAK DIREKTUR PENOAWASAN PEREDARAN PARGAN OLAHAN

NOMOR RIC02.02 54.43.07.21.25 TARUN 202) dengan implementasi layanan Surat

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAAN DI BIDANG PANGAN YARO MEMPEROLER

PELATANAN PRIORITAS DALAM PEEXIETAN SURAT KETERARGAN IMFOR Keterangan Impor (SKI) Prioritas. SKI

BAHAN PANGAN DAN BAHAN TAMBAHAN P,

RADAR POM
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Daftar Penerima Layanan Prioritas Pada
Layanan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan
disusun dalam rangka memberikan panduan dalam memberikan penilain rekam jejak
perusahaan secara komprehensif, terukur serta hasil penilan rekam jejak yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
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Penilaian rekam jejak importir/eksportir sangat diperlukan dalam mendukung
kegiatan pengawasan. Dengan adanya hasil penilaian rekam jejak perusahaan, dapat
dibangun company profiling untuk menggambarkan tingkat kepatuhan perusahaan.
Company profiling diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan menjadi
lebih efektif dan efisien serta menjadi dasar pemberian reward kepada pelaku usaha
dengan rekam jejak baik. Reward dimaksud salah satunya yaitu memberikan layanan
prioritas pada pelayanan publik SKI dan SKE pangan olahan.

Pelaksanaan penilaian rekam jejak perusahaan di Direktorat Pengawasan Peredaran

Pangan

Olahan menggunakan metode scoring terhadap parameter penilaian, dengan
etentuan semakin

endah nilai/score, maka rekam jejak perusahaan semakin baik. Penilaian rekam jejak
dilakukan dengan mengukur beberapa profil penilaian yaitu profil utama perusahaan,
profil kegiatan rutin, profil pelanggaran dan profil komoditi impor/ekspor.

Selain penilaian terhadap perusahaan, dalam hal penentuan daftar penerima SKI/ SKE
Prioritas juga dilakukan penilaian terhadap produk yang diimpor/diekspor termasuk di
dalamnya frekuensi ekspor/impor produk dan kategori produk yang diimpor.
Terhadap SKI/SKE prioritas yang telah dikeluarkan juga perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala baik terhadap rekam jejak perusahaan maupun terhadap
SKI/ SKE prioritas yang telah dikeluarkan. Metode sampling terhdap SKI/SKE Prioritas
yang telah dikeluarkan ditetapkan agar menjadi keseragaman dalam metode
monitoring dan evaluasi.

Saat ini telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan Tentang Penetapan Perusahaan di Bidang Pangan yang Memperoleh
Pelayanan Prioritas dalam Penerbitan Surat Keterangan Impor Bahan Pangan dan
Bahan Tambahan Pangan yang berlaku 6 bulan. Untuk Surat Keterangan Ekspor saat
ini sedang dalam proses pengembangan pada aplikasi e-bpom.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 49.847.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.
49.774.075 atau 99,85%.

PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan asas keadilan dan non diskriminasi.
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Pelayanan publik dikategorikan baik bila memenuhi asas kepentingan umum,
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional,
partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas,
fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan
kemudahan dan keterjangkauan. Maka dalam melaksanakan pelayanan publik di
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan perlu adanya fasilitas pendukung

yang dapat membantu terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

Fasilitas pendukung ini berupa alat pelindung diri, perangkat keras komputer,
perlengkapan petugas pelayanan publik berupa atribut khusus dan pin petugas
elayanan publik, alat tulis kantor, pencetakan leaflet produk layanan publik, dan

ncetakan banner informasi pelayanan.

Selain itu dilakukan pengembangan subsite Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan berupa pembaharuan fitur dan widget untuk peningkatan penyebaran

informasi serta komunikasi pelayanan publik kepada pelanggan dan masyarakat.
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Gambar 28 Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik

Pagu kegiatan vyaitu sebesar Rp. 81.904.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp
81.874.954 atau 99,96%.

SISTEM JEMPUT BOLA PELAYANAN PUBLIK BAGI PELAKU USAHA

Program dukungan ekspor senantiasa dilakukan oleh Badan POM untuk
meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri. Salah satu bentuk nyata

dukungan yang dilaksanakan pada tahun ini adalah penyelenggaraan kegiatan
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“Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha”. Kegiatan jemput bola ini,
merupakan salah satu rangkaian kegiatan dukungan Badan POM pada program
nasional Indonesia Spice Up the World. Kegiatan ini telah didahului oleh rangkaian
acara (webinar dan coaching) yang dilaksanakan oleh Badan POM dalam rangka
program Indonesia Spice Up the World tersebut. Tujuan dilaksanakannya acara ini
adalah untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha eksportir pangan olahan

terkait dengan tata cara pengajuan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan

serta sebagai upaya untuk memotivasi para rekan pelaku usaha agar senantiasa
eningkatkan daya saing produk asal Indonesia dengan mengekspor dan
masarkan produknya di manca negara. Dalam kegiatan ini dilakukan
ampingan dan bimbingan kepada pelaku usaha/eksportir pangan olahan untuk
udahkan mereka memperoleh informasi terbaru terkait ekspor pangan olahan,
kaligus bimbingan secara langsung/desk.

Program sistem jemput bola pelayanan publik bagi pelaku usaha ini dilakukan ke 3
(tiga) daerah yang menjadi tempat produksi bumbu yang potensial untuk
dikembangkan dan dipersiapkan untuk melakukan ekspor ke manca negara. Program
ini telah dilakukan pada tangga 29 Maret 2021 di Makassar, 8 September 2021 di
Semarang, dan 28 September 2021 di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku

usaha Pangan Olahan yang berada disekitar ketiga kota tersebut.

Gambar 29 Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 192.923.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.
192.921.080 atau 100%.
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Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 9 : Jumlah surat keterangan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK LAYANAN EKSPOR, IMPOR

Jumlah Surat Keterangan Ekspor dan Impor yang diselesaikan tepat waktu

Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan
merupakan produk pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan. Proses penerbitan SKI dan SKE dilakukan secara online melalui aplikasi
e-bpom.pom.go.id. Service Level Agreement (SLA) untuk SKE adalah 1 Hari Kerja

dan 6 jam untuk SKI jika dokumen lengkap dan benar.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, selama tahun 2021 Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan telah menerbitkan 19.127 SKE dan 18.462 diantaranya
diselesaikan tepat waktu dengan persentase 96,52% sedangkan untuk SKI telah
diterbitkan sejumlah 54.863 surat dan 44.374 SKI diselesaikan tepat waktu dengan
persentase 80,87%. Sehingga jumlah total SKI dan SKE yang diterbitkan oleh
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan adalah 73.995 surat dan
62.836 diantaranya diselesaikan tepat waktu dengan persentase 84,92%.

Tabel 11 Jumlah SKI/SKE yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Surat Jumlah Surat yang Diselesaikan Tepat
Waktu
Surat Keterangan Ekspor 18.462
Surat Keterang Impor 44.374
Total 62.836
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2. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Ekspor dan Impor Panga

Badan POM mendukung kemajuan ekonomi salah satunya dalam bentuk
simplifikasi proses pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI)/Surat Keterangan
Ekspor (SKE) Pangan Olahan yaitu pengajuan SKI/SKE secara online, percepatan
Service Level Agreement (SLA) penerbitan SKI menjadi 6 jam sebelumnya 8 jam
dan penerbitan SKE sebelumnya 2 HK menjadi 2 HK, dan pemberian layanan
konsultasi melalui berbagai media seperti webchat, whatsapp, email, telepon, dll,
pemberian informasi seputar SKI/SKE melalui berbagai media seperti leaflet,
subsite, media sosial, billboard, dll. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

menyelenggarakan kegiatan Forum

Komunikasi Pelaku Usaha sebagai salah satu media untuk sosialisasi dan
pertukaran informasi seputar pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI)/Surat
Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan.

Kegiatan ini telah dilakukan beberapa kali pada tahun 2021 yaitu pada 25 Februari
2021, 10 Maret 2021, 30 Juni 2021, 4 Agustus 2021, 6 Agustus 2021, 16
September 2021, 16 November 2021, dan 23 Desember 2021. Forum Komunikasi
ini dihadiri oleh pelaku usaha dari seluruh Indonesia baik importir dan eksportir
Pangan Olahan. iharapkan melalui forum ini permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh pelaku usaha dapat digali lebih dalam, dan peningkatan
pengetahuan pelaku usaha lewat materi yang disampaikan dapat mengurangi

frekuensi tolakan pada saat pengajuan.

TORUM KOMUNEKASI
BERSAMA PELAKU USAHA

Gambar 30 Forum Komunikasi Pelaku Usaha Ekspor dan Impor Pangan
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Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 105.819.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.
105.812.030 atau 99,99%

PEMBANGUNAN NASIONAL SISTEM DUKUNGAN EKSPOR KE NEGARA LAIN

1. Dukungan Ekspor ke Cina

General Adminstration of Custom China (GACC) akan memberlakukan peraturan
Decree of General Administration of Customs of the People’s Republic of China
(GACC) No. 248 on 12 April 2021, Regulations of the People’s Republic of China on
Registration Administration of Overseas Production Enterprises of Imported Foods,

yang mulai akan diberlakukan pada 1 Januari 2022.

eberapa poin penting dalam Decree No. 248 Tahun 2021, yaitu:

a. Mewajibkan pendaftaran sarana produksi/produsen untuk produk tertentu yang
diekspor ke China ke GACC. Untuk sarana yang memproduksi 18 jenis produk,
pendaftaran melalui competent authority, sedangkan sarana yang memproduksi
jenis produk lainnya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Apabila telah
disetujui akan mendapatkan nomor persetujuan, yang harus dicantumkan pada
kemasan bagian dalam/luar produk dan berlaku selama 5 tahun.

b. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

I. Sarana yang wajib didaftarkan, adalah semua fasilitas baik produsen
maupun sarana penyimpanan di negara asal
ii. Produk pangan dari sarana sebagaimana butir i tersebut mencakup semua
produk makanan kecuali bahan tambahan makanan dan tidak termasuk
“produk terkait makanan” (definisi produk terkait makanan belum jelas).
iii. Sarana produksi yang wajib mendapatkan rekomendasi dari competent
authority di negara asal adalah yang memproduksi 18 jenis produk yaitu:
meat and meat products, casings, aquatic products, dairy products, bird’s
nest and bird’s nest products, bee products, eggs and egg products, edibles
fats and oils, stuffed pasta, edible grains, grain milling industrial products and
malt, fresh and dehydrated vegetables as well as dried beans, seasonings,
nuts and seeds, dried fruits, unroasted coffee beans and cocoa beans,

foods for special dietary uses,dan health food.
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Dari 18 jenis pangan wajib daftar melalui Competent Authority (CA), terdapat irisan
pengawasan antara Badan POM dan Kementerian Pertanian terhadap 11 jenis
pangan. Badan POM berwenang untuk mengawasi dan mendaftarkan sebanyak 15
jenis pangan yaitu meat and meat products, aquatic products, dairy products, bee
products, eggs and egg products, edible fats and oils, stuffed pasta, edible grains,
grain milling industrial products and malt, fresh and dehydrated vegetables as well as
dried beans, seasonings, nuts and seeds, dried fruits, foods for special dietary uses,
health food. @ Terhadap 11 jenis pangan yang beririsan dengan Kementerian

Pertanian disepakati masing-masing CA untuk mendaftarkan perusahaan yang

menjadi binaan dan kewenangannya

Sebagai langkah tindak lanjut terhadap informasi penerapan GACC Decree No. 248

Tahun 2021, maka diambil beberapa Langkah tindak lanjut sebagai berikut:

a. Penyampaian informasi dan sosialisasi terkait peraturan kepada pelaku usaha
ekspor pangan, terutama yang melakukan ekportasi ke China. Sosialisasi
tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada 23 Juli 2021, 25 Oktober 2021, 11
November 2021, 17 November dan 14 Desember 2021.

Kemudian telah dilakukan juga pendataan terhadap perusahaan yang melakukan
eksportasi ke China yaitu melalui data Surat Keterangan Ekspor di BPOM Pusat
maupun di UPT BPOM. Pendaataan tersebut akan digunakan dalam melakukan
pendaftaran perusahaan ke GACC Badan POM telah mengirimkan daftar
perusahaan yang direkomendasikan untuk didaftarkan ke GACC melalui
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing yaitu sejumlah total 133
perusahaan. Badan POM telah mengirimkan daftar perusahaan Informasi terbaru

yang diperoleh melalui KBRI di Beijing, pendaftaran perusahaan yang

<

-

PEMCANP MOAN PELARY USAHA
TRDAK LASJUT CACC OECREE Maoan

Gambar 31 Pelaksanaan GACC
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memproduksi dan mengekspor produk yang termasuk dalam 18 jenis pangan
yang wajib didaftarkan melalui competent authority, juga harus didaftarkan

melalui website https://cifer.singlewindow.cn/. Berdasarkan hal tersebut maka

Badan POM membuat akun perusahaan dan mengevaluasi pendaftaran pelaku
usaha sebelum dikirim ke GACC.

2. Badan POM juga terus melakukan koordinasi antara Kementerina/Lembaga terkait

dalam penerapan GACC Decree No. 248 Tahun 2021 dengan menyampaikan
concern Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Cina dan meminta
penundaan/perpanjangan masa transisi implementasi aturan tersebut pada forum-

orum perdagangan Internasional Dukungan Ekspor ke Arab Saudi.

Saudi Arab Food and Drug Authority (SFDA) memberlakukan regulasi baru yaitu
SFDA Decision 124/35 date: 30110/1435 H yaitu diwajibkan untuk adanya registrasi
pabrik dan produk bagi produsen pangan turunan daging, unggas, susu dan ikan
serta perlunya pengajuan otoritas kompeten dari suatu negara. Pada Desember 2019
Badan POM (Direktorat Pengawasan Risiko Rendah dan Sedang saat ini Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten di
Indonesia untuk melakukan autorisasi kuesioner self assessment dalam rangka
registrasi pabrik dan ekspor ke Arab Saudi. Dalam proses pengajuan sebagai otoritas
kompeten Badan POM berkoordinasi bersama lintas sektor seperti Kemendag, KKP,
Kementan, BKPM.

Pada tahun 2021 terus dilakukan upaya dalam mendukung ekspor Pangan ke Arab
Saudi yaitu dengan otoritasi kuisioner self assessment yang menjadi persyaratan
dalam ekspor produk pangan asal unggas, daging, ikan, dan susu, kooordinasi antar
Kementerian/Lembaga terkait, melakukan videoconference dengan SFDA terkait
proses pendaftaran perusahaan asal Indonesia, dan pengiriman list perusahaan yang
kredibel untuk ekspor ke Arab Saudi. Selain itu juga dilaksanakan webinar terkait
persyaratan teknis untuk pendaftaran produk pangan di Arab Saudi dan Inspeksi
berkaitan dengan proses pendaftaran dengan narasumber dari SFDA yang dihadiri

oleh Kementerian/Lembaga terkait dan juga pelaku usaha pangan.
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Gambar 32 Webinar dengan SFDA

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 60.372.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp
60.368.026 atau 99,99%.

PENANGANAN ISU LAYANAN PUBLIK

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas

Rapat pembahasan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian yang dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga seperti
Kementerian  Perindustrian RI,

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan POM dan Sekretariat Kabinet RI. Rapat
diadakan dalam rangka persiapan pernyusunan rancangan Peraturan Presiden
tentang Neraca Komoditas sebagaimana diamanatkan dalam pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan.

Neraca Komoditas memuat data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan
produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri
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dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Neraca Komoditas menjadi rujukan tunggal dalam pengendalian ekspor dan impor.

Neraca Komoditas berfungsi sebagai:

a. Dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;

b. Acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas
berskala nasional;

c. acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri
nasional; dan d. acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

Badan POM mendukung kebijakan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam

Rancangan Perpres tentang Neraca Komoditas namun Badan POM tidak

melakukan verifikasi persetujuan pemasukan Obat dan Makanan dengan

mempertimbangkan rencana kebutuhan atau kuota kebutuhan impor. Penerbitan

SKI dilakukan melalui aplikasi e-bpom yang telah terintegrasi dengan sistem

Indonesia National Single Window (INSW). Seluruh elemen data dalam penerbitan

SKI telah terintegrasi ke dalam sistem INSW.

Berdasarkan hasil pembahasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menyampaikan bahwa proses perizinan impor di BPOM tidak termasuk dalam
proses bisnis Neraca Komoditas. Namun untuk kegiatan pengawasan obat dan
makanan, Badan POM dapat memanfaatkan data yang ada dalam neraca

komoditas.

2. Perundingan Indonesia- Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IUAE-CEPA)

Perundingan bilateral ini merupakan perundingan dibidang perdagangan antara
Indonesia dan Uni Emirat Arab yang pada tahun 2021 telah dilaksanakan dua
putaran yaitu pada bulan September dan Oktober 2021. Badan POM terlibat aktif
dalam persiapan dan perundingan pada Working Group Trade in Goods (WG TIG),
Workig Group Technical Barrier to Trade (WG TBT), dan Working Group Sanitary
and Phitosanitary (WG SPS). Dalam WG TIG Badan POM menyepakati 119 pos
tarif Offer dan 9 Pos tarif Offer tambahan yang sebekumnya beririsan dengan

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian serta 67 pos tarif Request
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berdasarkan Offer List dari pihak UAE. Request/Offer List masih akan dibahas lebih
lanjut oleh kedua negara sementara perundingan putaran ketiga dan keempat akan
dilanjutkan pada tahun 2022.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp 35.910.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp
35.910.000 atau 100%
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Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 10 : Indeks RB Di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

MPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DAN
ISTEM

lementasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu
9001:2015

ebagai unit kerja yang telah mengimplementasikan penerapan system manajemen
mutu, tentunya Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan akan
menerapkan continuous improvement. Dalam hal ini, kegiatan dilaksanakan dengan
pertemuan yang melibatkan seluruh pegawai untuk melakukan mitigasi risiko terhadap
bisnis proses yang dijalankan oleh unit kerja dan strategi untuk memecahkan masalah
yang dihadapi. Selain daripada itu, pertemuan yang melibatkan seluruh pegawai
bertujuan untuk menumbuhkan kesadara dalam diri setiap pegawai terkait system
manajemen mutu. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa Direktorat

pengawasan peredaran pangan olahan telah dan terus melakukan perbaikan maka

ilaksanakan kegiatan audit internal dan eksternal system manajemen mutu ISO
1:2015. Disamping pelaksanaan system manajemn mutu, Direktorat pengawasan
eredaran pangan olahan selalu berupaya berkontribusi dalam mewujudkan Good
Governance melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan roadmap kegiatan disetiap area perubahan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan roadmap, benchmarking dengan Kementerian/Lembaga, evaluasi
hasil audit dengan mengundang narasumber dari narasumber dari instansi terkait pun
dilakukan sebagai bentuk keseriusan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

untuk mewujudkan Good Governance.
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PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI DIREKTORAT PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN

kegiatan ini berisi kegiatan berhubungan terkait perencanaan, monitoring serta evaluasi
terhadap kegiatan-kegiatan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
Kegiatan yang diakomodasi antara lain sebagai berikut:

- Rapat pembahasan terkaitan penyusunan anggaran, revisi POK, DIPA

- Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon 2

- Rapat penyusunan rencana pengahapusan Barang Milik Negara (BMN)

Rapat Sharing Session dalam rangka meningkatkan soft skill personil pengawas
Kegiatan Perencanaan, dan Monitoring Evaluasi Direktorat Pengawasan Peredaran
angan Olahan 2021

Penyelenggaraan Sosialisasi hasil survey kepuasan masyrakat secara mandiri oleh
ditwas peredaran di hotel grand mercure

Rapat perencanaan strategi komunikasi digital dan media sosial direktorat peredaran
pangan olahan di hotel grand mercure

Selain rapat-rapat menyiapkan kebutuhan operasional administarasi untuk
terlaksananya penyelenggaran tersebut berupa alat tulis kantor dan keperluan
computer.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 119,582,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp
119,554,900. atau 99,98%
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Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 11 : Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran
Pangan Olahan

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

Forum koordinasi teknis kedeputian 3

encana kegiatan Forkontek ke deputian 3 ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk
elancaran kegiatan forum koordinasi teknis kedeputin 3 Bidang pengawasan pangan
olahan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kedeputian 3 Bidang
Pengawasan pangan olahan. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan semua unit di
kedeputian 3 untuk membahas cross cutting isu yang ada dan juga dilakukan lebih
memperkenalkan BPOM kepada masyarakat melalui bimbingan teknis kepada UMKM
dan Gappmi serta dilakukan pula pameran UMKM sebagai bentuk dukungan bagi
pelaku usaha UMKM. Namun pada pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan masih dalam situasi pandemic covin 19 ada pemnbatasan kegiatan di luar
dengan kapasitas peserta lebih dari 200 orang, dialokasikan efisiensi anggaran untuk

kegiatan lain.

PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONIL PENGAWAS

Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi pegawai Direktorat pengawasan
peredaran pangan olahan sebagai penunjang kinerja unit dalam tahun 2021 yang
selalu dibutuhkan sumber daya yang berkinerja dan kompeten di bidangnya dan
sebagai wujud menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0.
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melaksanakan pengembangan
Kompetensi sebagai penunjang, kegiatan berupa:
1. Pelatihan Effective Public Relation Writing Tanggal 9 Juni 2021

Target yang diharapkan pada peserta adalah agar peserta mampu menulis dan

memahami antara lain:
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- Memahami pengertiann Public Relations Writing

- Memahami perbedaan antara tulisan jurnalitik dan public relations

- Praktek menulis tulisan newsworthy

- Mempelajari bahasa gambar

- Mempelajari cara menulis press release yang efektif menulis press release yang
efektif

- Membuat tulisan menjadi berbobot

- Mempelajari format tulisan yang cocok untuk public relations relations

- Mempelajari riset untuk menemukan materi tulisan yang baik

. Pelatihan Pelayanan Prima

Pelaksanaan tanggal 2-3 Sepetember 2021

Maksud dan tujuan kegiatan pelatihan pelayanan prima pada kegiatan peningkatan

kompetensi personil pengawas Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

adalah:nan prima pada kegiatan peningkatan kompetensi personil pengawas

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan adalah:

1. Memahami fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dan public

2. Memahami ekspektasi pelanggan (Customer Thinking da Customer Feeling)

3. Konsep pelayanan dari hati sebagai cara untuk mempertahankan pelayanan
jangka Panjang

4. Memahami bagaimana cara melayani dan menjawab pertanyaan public melalui
online atau tanpa bertatap muka

5. Memahami bagaimana cara melayani dan menjawab pertanyaan public melalui

tulisan (WhatsApp atau Email).

3. Program Pelatihan Capacity Building For High Performance People and Team
Program Pelatihan Program ini juga bertujuan agar peserta mampu:
Pelaksanaan tanggal 14 Desember 2021
1. Memiliki Motivasi berprestasi yang tinggi

Meningkatkan kemampuan adaptasi diri dan lingkungan

Berkembang ke arah positif

Dapat menghargai diri sendiri dan orang lain

o A~ WD

Memiliki kemandirian dan inisiatif untuk memulai
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Memiliki komitmen dan tanggungjawab
Melaksanakan kerja/kegiatan secara professional

Dapat mengendalikan dirinya dan tidak menyalahkan orang/pihak lain

> 0 N o

Berlatih komunikasi yang efektif
10. Dapat membina hubungan interpersonal yang baik
11.Meningkatkan kerjasama

12. Komitmen untuk meningkatkan Integritas dan kualitas hasil kerja

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 200.531.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
200.513.459,- atau 99,99
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Sasaran Kegiatan 9 : Menguatnya data dan informasi di Direktorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
IKU 12 : Indeks Pengelolaan data dan Informasi Di Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan

_J

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

DUKUNGAN MANAGEMENT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

da beberapa kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan ini yaitu :
. Operasional kegiatan pengawasan peredaran pangan olahan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan
Olahan adalah pelayanan publik berupa:

Penerbitan Keterangan Impor (SKI) Pangan,

Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan

Surat Keterangan Hygiene dan Sanitasi

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Surat Persetujuan Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan

1.
2.
=)
4.
5.
6.

Sebagai petugas pelayanan publik dan untuk memenuhi dan tercapainya pelayanan

Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

publik yang prima, selain sumber daya manusia perlu pula didukung tersedianya
perlengkapan peralatan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
menyediakan berupa penyediaan mesin fotocopi, pengadaan Alat tulis kantor,
pemeliharaan alat pengolah data dan belanja pengiriman surat dinas demi
terlaksananya kelancaran administrasi sebagai pendukung terselenggaranya
pelayanan public yang baik, aman dan lancar.

Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 371.409.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
371.278.252,- atau 99,96%
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Sasaran Kegiatan 10 : Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Diektorat
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

IKU 13 : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan yang baik

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini adalah :

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

eperti yang telah diketahui, Indonesia mulai menghadapi pandemi covid-19 sejak
al tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri situasi ini berdampak besar pada kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mencari alternatif dengan
melakukan masa adaptasi kebiasaan baru.
Masa adaptasi kebiasaan baru diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap
menjalankan aktivitas normal di tengah pandemi. Masa adaptasi kebiasaan baru ini
dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan baru yang memungkinkan masyarakat hidup
“berdampingan” dengan Covid-19.
Sebagai salah satu langkah untuk menghadapi aktivitas normal di tengah pandemi
adalah dengan melakukan pengecekan kesehatan setiap individu. Dalam rangka
percepatan penanganan covid-19, maka dibuat rencana anggaran untuk penanganan
covid melalui biaya tes rapid dan sejenisnya untuk mendukung pemerintah dalam
enjalankan salah satu alternatif yang dilakukan terkait penanganan pandemi covid-
19.Sebagai penguat daya tahan tubuh bagi seluruh pegawai, Direktorat Pengawasan
Peredaran menyediakan penambah daya tahan tubuh selama 6 bulan. Untuk
memenuhi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara luring, dibutuhkan
pula biaya komunikasi berupa paket data/internet diberikan selama 12 bulan untuk
seluruh pegawai. Mengingat kondisi belum dapat dikatakan normal dan stabil,
Dlrektorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menyediakan anggaran untuk
karantina/ isolasi bagi pegawai yang tempat tinggal/rumahnya tidak memungkinkan
untuk dilakukan isolasi mandiri. APD dan handsanitizer juga dianggarkan untuk setiap
pegawai selama 10 bulan.
Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 560.373.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

560.259.230,- atau 99,98 %
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Administrasi satker kedeputian 3

Dukungan administrasi ini sebagai supporting berjalannya operasioal Direktorat selama
1 tahun anggaran. Dukungan ini berupa biaya penyediaan ATK dan percetakan,
konsumsi rapat, sarana prasarana yang dibutuhkan. Selain itu juga dukungan ini berupa
penyediaan biaya perjalanan dinas dalam kota yang diantaranya yaitu digunakan untuk
pengurusan berkas/ dokumen ke KPPN. Dan selain dari itu juga digunakan untuk

kebutuhan pengelolaan kegiatan di Satuan Kerja Kedeputian .

eberapa kali telah dilakukan juga rapat-rapat pembahasan terkait pengelolaan
kas/dokumen administrasi keuangan. Rapat ini bertujuan agar capaian realisasi
aran terselenggaran dan terpantau dengan baik, bila ada kendala dapat segera di
ikan solusinya. Dengan demikian target efisiensi anggaran dapat tercapai 100% oleh
irektorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Pagu kegiatan vyaitu sebesar Rp.74.445.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
74.437.579,- atau 99,99 %

84



LAPORAN TAHUNAN 2021

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan:

aporan akhir tahun ini adalah dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan
redaran Pangan Olahan. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan
agal program . Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan
capaian yang dilakukan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam

urun waktu satu tahun.

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, telah melaksanakan Program

Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, sesuai dengan perencanaan, penggunaan

anggaran dengan tepat, pencapaian time line Laporan tahunan ini mencakup laporan

kegiatan dan capaian kinerja kegiatan. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam

rangka evaluasi/program Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan

menjadi tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu
elalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak
emangku kepentingan seperti Instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, pelaku
aha dan masyarakat. Realisasi Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran
angan Olahan tahun 2021 sebesar 99,97 %

Saran:

Dengan tantangana yang dihadapi selama tahun anggaran 2021, Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik
dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun
selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan pelaksaan

anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya pangan illegal.

85






